BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

PUTUSAN
Nomor : 001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIIl /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar memeriksa dan menyelesaikan

sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar telah
mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum,

permohonan dari:
1) Nama
No. KTP/SIM/Paspor

Alamat

EDY MUKLISON

Tempat, Tanggal Lahir
Petani/Ketua DPD Partai

Pekerjaan/Jabatan
Golkar
2) Nama ANIK WAHYUNINGSIH
No. KTP/SIM/Paspor
Alamat

Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan/Jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatanya sebagai Ketua dan Sekretaris

DPD Partai Golkar, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik

SALINAN

J
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Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Blitar, yang oleh KPU Kabupaten Blitar telah ditetapkan sebagai Hasil
Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggoté DPRD
Kabupaten Blitar yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Blitar Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor
82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VI11/2018  tentang Penetapan daftar  Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 dan yang diserahterimakan tanggal 11
Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUHADI, SH., M.Hum.
2. TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.

Masing-masing Advokat yang berkantor pada kantor hukum HADI & ASSOCIATES
beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 14E Kota Blitar Telepon 081216804844
Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 11 Agustus 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
Umum atas keputusan KPU Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/\VIl1/2018 tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD
Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar yang berkedudukan di Jalan Raya
Sawahan Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar 66182, TELP. (0342)

814310, FAX. (0342) 814310.
untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Dengan nomor permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Agustus
2018 dan dicatat dalam Buku Register permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor

001/PS/BWSL.BLT.16.12/VIIl /2018
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TENTANG DUDUK SENGKETA

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor

Menimbang,
erikut: -

register 001/PS/BWSL.BLT.16.12/V11/2018 dengan permohonan sebagai b

A. Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar--—------—--—--
1. Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf d UU No. 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum, pasal 5 ayat (3), pasal 6 peraturan badan pengawas

an umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian

pemilih
wa Bawaslu

sengketa proses pemilihan umum, intinya menyebutkan bah

Kota/Kabupaten berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang

diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kota/kabupaten.
ebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan
diberikan kewenangan untuk
tus

2. Bahwa berdasarkan ketentuan ters

Umum (Bawaslu) di tingkat kabupaten

menerima, memeriksa melakukan mediasi atau ajudikasi dan memu

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

3. Bahwa dengan demikian, menurut pemohon Ba
ksa dan menangani permohonan yang

waslu Kabupaten Blitar

berwenang untuk menerima, memeri

diajukan oleh pemohon ini.

B. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7A huruf ¢, dan
ayat (1) peraturan badan pengawas pemilihan umum Rl No.18 tahun 2018
tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum RI
No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses
pemilihan umum, intinya mengatur ketentuan antara lain :

Pasal 7 ayat (1) hurufb :
Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas anta

pasal 7B

ra lain Partai politik

peserta pemilu

Pasal 7A hurufc .

Permohonan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan
oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu

dilakukan dengan ketentuan pada tingkat kabupaten/kota diajukan oleh

Ketua dan sekretaris

Pasal 7B ayat (1

PR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten yang

Bakal calon anggota D
n sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD
nan

tidak ditetapka

Provinsi DPRD  Kota/Kabupaten dapat mengajukan permoho

3

Scanned by CamScanner



penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai
tingkatannya
2. Bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) adalah partai politik (parpol) peserta
pemilu yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
3. Bahwa pemohon adalah ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten BLITAR berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No.
Kep.40/DPD 1/PG/IX/2017 tertanggal 30 September 2017 tentang
pengesahan dan perubahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten BLITAR masa bakti
2016 — 2021 (Bukti P.1).
4. Bahwa sebagai pimpinan partai politk, maka pemohon dalam
kedudukannya sebagai ketua dan sekretaris Partai Golkar kabupaten Blitar
dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
kepada Bawaslu kabupaten Blitar mewakili bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara
(DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar.
5. Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan
sebagai daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh
Termohon adalah atas nama Edy Muklison, S.Sos., daerah pemilihan
(Dapil) Blitar 4 (empat) dari partai Golkar.
6. Bahwa ketua partai Golkar Kabupaten Blitar dengan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison pada saat ini adalah orang
yang sama, namun dalam sengketa proses pemilu ini Edy Muklison, S.Sos
bertindak dalam kapasitasnya sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Blitar

bukan untuk atas nama pribadi.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka secara hukum

pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
penyelesaian sengketa proses pemilu ini kepada Bawaslu Kabupaten Blitar
dalém rangka mewakili kader partai golkar atas nama edy Muklison, S.Sos.,
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar yang tidak ditetapkan sebagai
daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh

Termohon.

C. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon
1. Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf b peraturan badan pengawas pemilihan
umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa
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proses pemilihan umum, menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu

meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara

pemilu.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan

umum, pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20

tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kota/Kabupaten, pasal 1 angka 11 peraturan badan pengawas pemilihan
umum RI No.18 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan badan
pengawas pemilihan umum Rl No.18 tahun 2017 tentang tata cara
penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyebutkan bahwa
Termohon adalah penyelenggara pemilu pada tingkat Kota/Kabupaten.-—--

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Termohon sebagai

penyelenggara pemilu pada tingkat kabupaten Blitar memiliki legal standing

untuk dapat dijadikan pihak dalam sengketa ini karena telah mengeluarkan
keputusan No. 82/HK.03.2- Kpt/3505/KPU- -Kab/VIlI/2018 tentang penetapan
daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada
pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana
keputusan tersebut berdampak merugikan bagi pihak pemohon. -—-——-—--—-—=

D. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 peraturan badan pengawas

pemilihan umum RI No.18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian
umum, disebutkan bahwa permohonan

sengketa proses pemilihan
disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan
KPU, KPU Provinsi, KPU Kota/kabupaten.

2. Bahwa memperhatikan surat keputusan KPU Kabupaten Blitar No.
82/HK.03.2-Kptl3505/KPU-KabNIIl/2018 tentang penetapan daftar calon
sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan
um tahun 2019, keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 11
Agustus 2018, sedangkan permohonan penyelesaian sengketa proses
pemilu ini di daftarkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar

pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018, dengan demikian permohonan

ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. -

E. Tentang Objek Sengketa Proses pemilu
1. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa proses pemilu ini adalah

keputusan KPU Kabupaten Blitar No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
anggota

um

Kab/VII1/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS)
DPROD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019, tertanggal
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11 Agustus 2018 (Bukti P.2), di dalam surat keputusan tersebut tidak
mencantumkan / tidak menetapkan satu nama bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, S.Sos., daerat; —pemilihan
(Dapil) Blitar 4 (empat) dari partai Golkar, ke dalam Daftar Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar Partai Golkar.--------— -
2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya Edy Muklison, S.Sos., oleh Termohon
ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar
Partai Golkar tersebut, maka mengakibatkan Edy Muklison, S.Sos tidak bisa
menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, hal ini sangat merugikan
bagi pihak pemohon.
. Tentang Uraian Alasan Permohonan (POSITA)
Bahwa alasan permohonan sengketa proses pemilu adalah sebagai berikut :-—
Termohon tidak menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison, S.sos.,
Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar, sebagai daftar calon sementara anggota

DPRD Kabupaten Blitar, Hal ini disebabkan :
Keputusan Termohon tidak sah karena telah melampaui kewenangan dan

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)
1. Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap objek sengketa berupa
keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2018 tentang
penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai
Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018,
karena keputusan tersebut telah menciderai hak asasi seseorang yaitu Edy

Muklison,S.Sos dalam hal berpolitik.
2. Bahwa sejak awal melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Blitar kepada Termohon, setiap bakal calon dari partai Golkar
yang berjumlah 10 orang pada dapil Blitar 4, semuanya telah melengkapi
persyaratan tentang pengajuan bakal calon, persyaratan tentang bakal
calon, sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20
tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kota/Kabupaten.
3. Bahwa terdapat kejanggalan pada saat termohon melakukan verifikasi

keabsahan dokumen, ternyata salah satu bakal calon atas nama Edy
Muklison, S.Sos berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), padahal semua
syarat telah dipenuhi oleh bakal calon tersebut, hal ini diketahui oleh
pemohon  berdasarkan satu bundel Berita Acara  No.
161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten

6
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Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 beserta
lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota
pada poin 17 dan 18 (Bukti P.3), yang mana berita acara tersebut
diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10
Agustus 2018 (Bukti P.4).
. Bahwa pada akhimya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Termohon
mengeluarkan keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018
tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari
Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus
2018, yang mana bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak ikut
ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 di dalam keputusan tersebut.
. Bahwa jika ditelaah lebih jauh, tidak ditetapkannya bakal calon atas nama
Edy Muklison, S.Sos sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh
Termohon, dikarenakan Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) karena dianggap berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi, hal
ini terlihat sebagaimana dalam lampiran berita acara Model BA.HP-
DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18.
. Bahwa andai kata benar Quad non Edy Muklison, S.Sos adalah mantan
terpidana Korupsi, apa yang menjadi dasar hukum dari Termohon
menyatakan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat (TMS) bakal

calon?? karena semua persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam
pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 yang merupakan
rujukan bagi setiap calon untuk melengkapi berkas pendaftaran, telah
dipenuhi semuanya oleh Edy Muklison, S.Sos, antara lain ketentuan
sebagaimana pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi :-————--
Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13,

dilengkapi dengan :
a) Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan  yang
menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti. P3).
b) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (Bukti. P6).
c) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang
menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (Bukti. P7).—

0
N
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d) Bukti pemyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa

Jokal atau nasional (Bukti. P8).

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU No. 20 tahun 2018, berbunyi:-—-—-—----—

Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)

dibuktikan dengan :
b. surat pemyataan menggunakan formulir model BB.1 yang

menyatakan bahwa bakal calon:

13. mantan terpidana dan persedia secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada public.
Bahwa tidak ada satupun pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang

dengan tegas menyatakan bahwa persyaratan bagi bakal calon adalah tidak

pernah sebagai terpidana korupsi, yang ada hanya ketentuan sebagaimana

pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 tahun 2018 yang berbunyi:
« ....tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan
pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap’.

Bahwa namun demikian ketentuan pasal 7 ayat (1)
ecualikan apabila bakal calon memenuhi ketentuan pasal 7 ayat

huruf g tersebut di atas tidak

berlaku atau dik
(4) huruf a PKPU No.20 tahun 2018, yang berbunyi:
« ..mantan terpidana yang telah selesai menjala

dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.."——--—--
Bahwa semua kelengkapan administratif sebagaimana ketentuan tersebut di atas

telah dipenuhi oleh Edy Muklison, S.Sos, sehingga tidak ada alasan bagi
aratan Edy Muklison, S.Sos tidak

ni masa pemidanaannya

Termohon untuk menyatakan dokumen persy

memenuhi syarat.
7. Bahwa apabila dalam sengketa ini Termohon berdalih bahwa Edy Muklison,

S.Sos tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara karena dianggap
melanggar pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018, hal tersebut jelas merupakan
tindakan yang tidak tepat dan sangat merugikan bagi pemohon. Adapun
bunyi pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut adalah :
1) Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan
sarkan peraturan perundang-

menerima pelayanan yang setara berda
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undangan.
2) Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR,DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai
dengan AD dan ART dan/atau peraturan intemal masing-masing partai.-

3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.
Bahwa sejatinya ketentuan pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut
berkaitan dengan domain internal partai politik dalam melakukan seleksi
bakal calon sesuai dengan kebijakan internal partai berdasarkan AD/ARTnya,

hal tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk terlalu jauh

intervensi terhadap kewenangan internal Parpol, sehingga apabila pasal 4
PKPU No.20 tahun 2018 tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam
menyatakan Edy Muklison, S.sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka hal
dalam ini Termohon telah melakukan kebijakan yang melampaui
kewenangannya (abuse of power) dan melanggar hak asasi manusia (HAM)
khususnya terhadap diri Edy Muklison,S.sos.
8. Bahwa Hingga saat ini bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak
pernah mendapatkan hukuman dari lembaga peradilan manapun yang
menyatakan mencabut hak-hak berpolitiknya khususnya hak dipilih dan
memilih dalam pemilu, sehingga tidak benar jika malah Termohon yang
justru mencabut hak untuk dipilih terhadap diri Edy Muklison, S.Sos,
padahal semua persyaratan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon
telah di lengkapi, sekali lagi tidak ada aturan tegas dalam peraturan per
undang-undangan yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak
boleh menjadi bakal calon anggota legislatif

9. Bahwa di dalam pasal 43 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
manusia (HAM), intinya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan

hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur
dan adil, tak terkecuali terhadap diri Edy Muklison,S.Sos yang harus
dilindungi hak-haknya secara hukum dari tindakan yang sewenang-wenang

oleh pejabat.
10.Bahwa di dalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

yang merupakan payung dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemilu, tidak pula ditemukan adanya aturan tegas yang melarang mantan
terpidana korupsi di larang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota
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DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota, sehingga dengan kata lain
pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 sebagai pelaksana dari Pemilu,
terbukti bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yaitu UU
No.7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, sehingga dengan demikian
Pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut tidak bisa diterapkan menurut
hukum, hal ini sebagaimana asas di dalam ilmu per undang-undangan yaitu
asas lex superiori derogat lex inferiori artinya peraturan yang dibuat oleh
lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi.
11.Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka
layak dan patut apabila Bawaslu kabupaten Blitar menyatakan keputusan
KPU Kabupaten Blitar (Termohon) No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/V111/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota
DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal

11 Agustus 2018 beserta satu bundel Berita Acara No.
161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VI11/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 adalah
tidak sah dan harus dibatalkan, serta memerintahkan Termohon untuk
menetapkan Edy Muklison,S.Sos sebagai daftar calon sementara
anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar karena
telah Memenuhi Syarat (MS).
Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen---—-

12.Bahwa sebagai pertimbangan berikutnya adalah adanya perbedaan
penulisan nama dalam putusan pengadilan dengan di data identitas, yang
mana di dalam putusan pengadilan tertulis nama ED] MUCHLISON, S.Sos,
sedangkan di data kartu identitas tertulis EDY MUKLISON, S.Sos.,
perbedaan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, seharusnya
termohon cermat dalam melakukan verifikasi data sehingga tidak ada
perbedaan identitas dan terhindar dari eror in persona, karena EDI
MUCHLISON, S.Sos, dengan EDY MUKLISON, S.Sos., adalah identitas
yang tidak sama (mohon periksa antara identitas KTP dengan identitas
dalam Putusan). Dalam Pasal 18 PKPU No. 20 tahun 2018 menyebutkan
bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan identitas bakal calon adalah
identitas elektronik (E-KTP).
Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak cermat dalam melakukan

verifikasi identitas ini, maka tidak tepat apabila bakal calon atas nama Edy

10

Scanned by CamScanner



Muklison dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan
pengadilan yang ternyata identitas nama tidak sama dengan identitas nama
di E-KTP, oleh karena itu seharusnya Edy Muklison, S.Sos dinyatakan
memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar
Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar.
13.Bahwa demikian juga di dalam Kklarifikasi surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Blitar tanggal 6 Agustus
2018 (bukti P.9), disebutkan bahwa EDI MUCHLISON, S.Sos, tersangkut
kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor
putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 april 2012, padahal apabila
di telusuri dengan cermat EDY MUKLISON, S.Sos. tidak pernah ada
tersangkut perkara sebagaimana nomor putusan perkara
597K/Pid.Sus/2012 yang tercantum di dalam SKCK tersebut.-—---—-—--———
Bahwa selain itu keterangan dari pengadilan dalam mengeluarkan surat
keterangan ternyata isinya tetap mengacu pada SKCK tertanggal 2 Agustus
2018 yang ternyata telah dinyatakan di cabut oleh PolRes Blitar. Termohon
tidak pernah melakukan Klarifikasi kepada pengadilan tentang hal ini
sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison,S.Sos disebut
tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini merupakan bukti nyata bahwa
Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi data karena didasarkan
pada dokumen yuridis yang kebenaran isinya tidak dikonfirmasi dengan
benar kepada instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian dasar
yang dijadikan oleh Termohon untuk menyatakan Edy Muklison,S.sos Tidak
Memenuhi Syarat dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak
sah dan harus di batalkan.
14.Bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga pemasyarakat Blitar, di
dalamnya sama sekali tidak menyebutkan bahwa Edy Muklison, S.Sos telah

menjalani pemidanaan karena kasus korupsi, namun di dalam melakukan
verifikasi Termohon menyimpulkan bahwa Edy Muklison, S.Sos tersangkut
kasus korupsi, padahal Termohon tidak pernah melakukan Klarifikasi
kepada lembaga pemasyarakatan Blitar sebelum menyatakan persyaratan
bakal calon Edy Muklison,S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS).-—---
15.Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon
tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan keabsahan data, sehingga
bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak selayaknya dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena seharusnya yang bersangkutan

masuk dalam daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil

11

Scanned by CamScanner



Blitar 4 dari partai Golkar.

Sengketa proses pemilu antara abdullah Puteh dengan KIP Aceh----—--—---emeem-
16.Bahwa selain dari pada itu, sebagai bahan pertimbangan pula bagi Bawaslu
Kabupaten Blitar, bahwa terhadap penerapan PKPU No.20 tahun 2018
dalam menggugurkan bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi, telah

pula ada perkara yang sudah diputus atas nama Mantan Terpidana
Abdullah Puteh yang beritanya sudah tersebar di khalayak, yang mana
Abdullah Puteh berhasil menjadi peserta pemilu setelah sebelumnya
Bawaslu Aceh membatalkan keputusan KIP Aceh yang menggugurkannya

sebagai bakal calon legislatif;
Bahwa peristiwa sengketa proses pemilu mantan terpidana Abdullah Puteh
memang tidak bisa disamakan dengan peristiwa sengketa proses pemilu
yang dialami oleh pemohon, namun ini merupakan contoh peristiwa nyata
bahwa penerapan PKPU No.20 tahun 2018 khususnya pasal 4 adalah
mengandung cacat hukum dalam penerapannya.
17.Bahwa berdasarkan seluruh alasan — alasan hukum sebagai tersebut
diatas, maka terbukti bahwa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-
Kpt/3505/KPU-Kab/VIIl/2018 tentang penetapan daftar calon sementara
(DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun
2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang tidak ikut menetapkan Edy
Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten

Blitar karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak sah dan

harus dibatalkan.
18.Bahwa oleh karena keputusan Termohon dibatalkan maka bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, S,Sos harus
ditetapkan sebagai daftar calon anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil Blitar

4 dari Partai Golkar.

G. PETITUM
Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka

pemohon memohon kepada Bawaslu kabupaten Blitar untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.-—----

2. Menyatakan seluruh berkas sebagai persyaratan bakal calon yang
didaftarkan oleh pemohon kepada Termohon atas nama Edy Muklison,
S.Sos adalah Sah dan Memenuhi Syarat seluruhnya.
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3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VI11/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota
DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal
11 Agustus 2018, karena tidak menetapkan bakal calon atas nama Edy
Mukliéon. S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten

Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar.
4. Menyatakan batal dan tidak sah satu bundel Berita Acara No.

161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VII1/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019, karena
telah menyatakan berkas Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat
(TMS).
5. Menghukum Termohon (KPU Kabupaten Blitar) untuk mengeluarkan
keputusan yang isinya menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison
S.Sos sebagai daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar
Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON-—-——-—--
A. Pokok Permohonan
1. Bahwa pemohon sangat keberatan terhadap objek sengketa berupa
keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VI11/2018 tentang
penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai
Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018,
karena keputusan tersebut telah menciderai hak asasi seseorang yaitu Edy
Muklison,S.Sos dalam hal berpolitik.

2. Bahwa sejak awal melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD

Kabupaten Blitar kepada Termohon, setiap bakal calon dari partai Golkar
yang berjumlah 10 orang pada dapil Blitar 4, semuanya telah melengkapi
persyaratan tentang pengajuan bakal calon, persyaratan tentang bakal
calon, sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20
tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kota/Kabupaten.
3. Bahwa terdapat kejanggalan pada saat termohon melakukan verifikasi
keabsahan dokumen, ternyata salah satu bakal calon atas nama Edy
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Muklison, S.Sos berstatus tidak memenuhi syarat (TMS), padahal semua
syarat telah dipenuhi oleh bakal calon tersebut, hal ini diketahui oleh
pemohon berdasarkan satu bundel Berita Acara No.
161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VI11/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 beserta
lampiran berita acara Model BA.HP-DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota
pada poin 17 dan 18 (Bukti P.3), yang mana berita acara tersebut
diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Hari Jumat tanggal 10
Agustus 2018 (Bukti P.4).
. Bahwa pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Termohon
mengeluarkan keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/V111/2018
tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari
Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus
2018, yang mana bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak ikut
ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 di dalam keputusan tersebut.
. Bahwa jika ditelaah lebih jauh, tidak ditetapkannya bakal calon atas nama
Edy Muklison, S.Sos sebagai DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar oleh
Termohon, dikarenakan Edy Muklison, S.Sos Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) karena dianggap berstatus sebagai Mantan Terpidana Korupsi, hal

ini terlihat sebagaimana dalam lampiran berita acara Model BA.HP-
DPR/DPRD/DPRD Kabupaten/Kota pada poin 17 dan 18.
. Bahwa andai kata benar Quad non Edy Muklison, S.Sos adalah mantan

terpidana Korupsi, apa yang menjadi dasar hukum dari Termohon
menyatakan Edy Muklison, S.Sos tidak memenuhi syarat (TMS) bakal
calor;?? karena semua persyaratan sebagaimana yang tercantum di dalam
pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 yang merupakan
fujukan bagi setiap calon untuk melengkapi berkas pendaftaran, telah
dipenuhi semuanya oleh Edy Muklison, S.Sos, antara lain ketentuan
sebagaimana pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi -
Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13,
dilengkapi dengan :
e) Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan  yang

menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti. PS).
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f) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap (Bukti. P6).
g) Surat dan pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang
menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana (Bukti. P7).—
h) Bukti pemyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa
lokal atau nasional (Bukti. P8).

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 13 PKPU No. 20 tahun 2018, berbunyi:—------—-
Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)
dibuktikan dengan : '

b. surat pemyataan menggunakan formulir model BB.1 yang
menyatakan bahwa bakal calon:

13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada public.

Bahwa tidak ada satupun pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang
dengan tegas menyatakan bahwa persyaratan bagi bakal calon adalah tidak
pernah sebagai terpidana korupsi, yang ada hanya ketentuan sebagaimana
pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU No. 20 tahun 2018 yang berbunyi:

“.....tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan
pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap”.

Bahwa namun demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut di atas tidak
berlaku atau dikecualikan apabila bakal calon memenuhi ketentuan pasal 7 ayat
(4) huruf a PKPU No.20 tahun 2018, yang berbunyi:
“...mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya

dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.."-------—-----
Bahwa semué kelengkapan administratif sebagaimana ketentuan tersebut di atas
telah dipenuhi oleh Edy Muklison, S.Sos, sehingga tidak ada alasan bagi
Termohén untuk menyatakan dokumen persyaratan Edy Muklison, S.Sos tidak

memenuhi syarat.
7. Bahwa apabila dalam sengketa ini Termohon berdalih bahwa Edy Muklison,

S.Sos tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara karena dianggap
melanggar pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018, hal tersebut jelas merupakan
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tindakan yang tidak tepat dan sangat merugikan bagi pemohon. Adapun
bunyi pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut adalah :
1) Partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak, kesempatan, dan
menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2) Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR,DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/kota secara demokratis dan terbuka sesuai
dengan AD dan ART dan/atau peraturan intenal masing-masing partai.-

3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.
Bahwa sejatinya ketentuan pasal 4 PKPU No. 20 tahun 2018 tersebut
berkaitan dengan domain internal partai politik dalam melakukan seleksi
bakal calon sesuai dengan kebijakan internal partai berdasarkan AD/ARTnya,
hal tersebut bukanlah kewenangan dari Termohon untuk terlalu jauh
intervensi terhadap kewenangan internal Parpol, sehingga apabila pasal 4
PKPU No.20 tahun 2018 tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam
menyatakan Edy Muklison, S.sos Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka hal
dalam ini Termohon telah melakukan kebijakan yang melampaui
kewenangannya (abuse of power) dan melanggar hak asasi manusia (HAM)
khususnya terhadap diri Edy Muklison,S.sos.
8. Bahwa Hingga saat ini bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak
pernah mendapatkan hukuman dari lembaga peradilan manapun yang
menyatakan mencabut hak-hak berpolitiknya khususnya hak dipilih dan
memilih dalam pemilu, sehingga tidak benar jika malah Termohon yang

justru mencabut hak untuk dipilih terhadap diri Edy Muklison, S.Sos,
padahal semua persyaratan dokumen administrasi pendaftaran bakal calon
telah di lengkapi, sekali lagi tidak ada aturan tegas dalam peraturan per
undang-undangan yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak
boleh menjadi bakal calon anggota legislatif ‘

9. Bahwa di dalam pasal 43 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
manusia (HAM), intinya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan
hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur
dan adil, tak terkecuali terhadap diri Edy Muklison,S.Sos yang hérus
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dilindungi hak-haknya secara hukum dari tindakan yang sewenang-wenang
oleh pejabat.
10.Bahwa di dalam undang-undang No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
yang merupakan payung dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemilu, tidak pula ditemukan adanya aturan tegas yang melarang _r;lantan
terpidana korupsi di larang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota
DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota, sehingga dengan kata lain
pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018 sebagai pelaksana dari Pemilu,
terbukti bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya yaitu UU
No.7 tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri, sehingga dengan demikian
Pasal 4 PKPU No.20 tahun 2018 tersebut tidak bisa diterapkan menurut
hukum, hal ini sebagaimana asas di dalam ilmu per undang-undangan yaitu
asas lex superiori derogat lex inferiori artinya peraturan yang dibuat oleh
lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi.
11.Bahwa dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka
layak dan patut apabila Bawaslu kabupaten Blitar menyatakan keputusan
KPU Kabupaten Blitar (Termohon) No. 82/HK.03.2—Kpt/3505/KPU-
Kab/\VI11/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota
DPROD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal
11 Agustus 2018 beserta satu bundel Berita Acara No.
161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/V111/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2019 adalah
tidak sah dan harus dibatalkan, serta memerintahkan Termohon untuk
menetapkan Edy Muklison,S.Sos sebagai daftar calon sementara
anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari partai Golkar karena

telah Memenuhi Syarat (MS).
n tidak cermat dalam melakukan verifikasi keabsahan dokumen—--

pertimbangan berikutnya adalah adanya perbedaan

Termoho

12.Bahwa sebagai
penulisan nama dalam putusan pengadilan dengan di data identitas, yang

mana di dalam putusan pengadilan tertulis nama ED! MUCHLISON, S.Sos,
sedangkan di data kartu identitas tertulis EDY MUKLISON, S.Sos.,

perbedaan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, seharusnya

termohon cermat dalam melakukan verifikasi data sehingga tidak ada
perbedaan identitas dan terhindar dari ermor in persona, karena EDI

MUCHLISON, S.Sos, dengan EDY MUKLISON, S.Sos., adalah identitas
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yang tidak sama (mohon periksa antara identitas KTP dengan identitas
dalam Putusan). Dalam Pasal 18 PKPU No. 20 tahun 2018 menyebutkan
bahwa yang menjadi acuan dalam menentukan identitas bakal calon adalah
identitas elektronik (E-KTP).
Bahwa terhadap tindakan Termohon yang tidak cermat dalam melakukan
verifikasi identitas ini, maka tidak tepat apabila bakal calon atas nama Edy
Muklison dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan putusan
pengadilan yang ternyata identitas nama tidak sama dengan identitas nama
di E-KTP, oleh karena itu seharusnya Edy Muklison, S.Sos dinyatakan
memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar
Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar. “
13.Bahwa demikian juga di dalam Kklarifikasi surat keterangan catatan
kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres Blitar tanggal 6 Agustus
2018 (bukti P.9), disebutkan bahwa EDI MUCHLISON S.Sos, tersangkut
kasus tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Surabaya dengan Nomor
putusan perkara 597K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 april 2012, padahal apablla
di telusuri dengan cermat EDY MUKLISON, S.Sos. tidak pernah ada
tersangkut perkara sebagaimana  nomor putusan perkara
597K/Pid.Sus/2012 yang tercantum di dalam SKCK tersebut.—
Bahwa selain itu keterangan dari pengadilan dalam mengeluarkan surat
keterangan ternyata isinya tetap mengacu pada SKCK tertanggal 2 Agustus
2018 yang ternyata telah dinyatakan di cabut oleh PolRes Blitar. Termohon

tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pengadilan tentang hal ini
s disebut

sebelum menyatakan persyaratan bakal calon Edy Muklison, S.So

tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini merupakan bukti nyata bahwa

Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi data karena didasarkan
pada dokumen yuridis yang kebenaran isinya tidak dikonfirmasi dengan
benar kepada instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian dasar
yang dijadikan oleh Termohon untuk menyatakan Edy Muklison,S.sos Tidak
Memenuhi Syarat dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar tidak

sah dan harus di batalkan.

14.Bahwa surat keterangan dari Kepala Lembaga pemasyarakat Blitar, di
dalamnya sama sekali tidak menyebutkan bahwa Edy Muklison, S.Sos telah
menjalani pemidanaan karena kasus korupsi, hamun di dalam melakukan

verifikasi Termohon menyimpulkan bahwa Edy Muklison, S.Sos tersangkut

kasus Korupsi, padahal Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi
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kepada lembaga pemasyarakatan Blitar sebelum menyatakan persyaratan
bakal calon Edy Muklison,S.Sos disebut tidak memenuhi syarat (TMS).—----
15.Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon
tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan keabsahan data, sehingga
bakal calon atas nama Edy Muklison, S.Sos tidak selayaknya dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena seharusnya yang bersangkutan
masuk dalam daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil
Blitar 4 dari partai Golkar.

Sengketa proses pemilu antara abdullah Puteh dengan KIP Aceh——----------==--
16.Bahwa selain dari pada itu, sebagai bahan pertimbangan pula bagi Bawaslu
Kabupaten Blitar, bahwa terhadap penerapan PKPU No.20 tahun 2018
dalam menggugurkan bakal calon legislatif mantan terpidana korupsi, telah

pula ada perkara yang sudah diputus atas nama Mantan Terpidana
Abdullah Puteh yang beritanya sudah tersebar di khalayak, yang mana
Abdullah Puteh berhasil menjadi peserta pemilu setelah sebelumnya
Bawaslu Aceh membatalkan keputusan KIP Aceh yang menggugurkannya

sebagai bakal calon legislatif;
Bahwa peristiwa sengketa proses pemilu mantan terpidana Abdullah Puteh
memang tidak bisa disamakan dengan peristiwa sengketa proses pemilu
yang dialami oleh pemohon, namun ini merupakan contoh peristiwa nyata
bahwa penerapan PKPU No.20 tahun 2018 khususnya pasal 4 adalah

mengandung cacat hukum dalam penerapannya.
17.Bahwa berdasarkan seluruh alasan - alasan hukum sebagai tersebut
diatas, maka terbukti bahwa keputusan Termohon No. 82/HK.03.2-
Kpt/3505/KPU- _Kab/\VI11/2018 tentang penetapan daftar calon sementara
(DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun
2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang tidak ikut menetapkan Edy
Muklison, S.Sos sebagai daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten
Blitar karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tidak sah dan

harus dibatalkan.
18.Bahwa oleh karena keputusan Termohon dibatalkan maka bakal calon

anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison, S,Sos harus
ditetapkan sebagai daftar calon anggota DPRD kabupaten Blitar Dapil Blitar

4 dari Partai Golkar.
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B. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon
1. Bahwa memang benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut Termohon telah
mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blitar Nomor :
82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon
Sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan
Umum Tahun 2019, yang didalamnya tidak mencantumkan Sdr. Edy
Muklison dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten
Blitar Tahun 2019 (Bukti T1).

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 137) termohon menerima pendaftaran bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar mulai tanggal 4 Juli 2018 s/d 17 Juli 2018.-—-------—-

3. Adalah tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa sejak awal
pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar yang berjumlah

10 orang pada dapil Blitar 4, telah melengkapi persyaratan tentang
pengajuan bakal calon, sesuai ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8
PKPU nomor 20 Tahun 2018. Faktanya, pada saat penyampalan dokumen
persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar melalui petugas
penghubung (LO), pada hari akhir pendaftaran, tanggal 17 Juli 2018, yang
mana pada saat itu dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan
bacaleg oleh pihak termohon bersama dengan LO, Ternyata masih
terdapat kekurangan pada semua dokumen persyaratan bakal calon dari
Partai Golkar termasuk dokumen persyaratan bakal calon dari Dapil 4
Partai Golkar dan selanjutnya seluruh dokumen tersebut dinyatakan masih

BMS dikarenakan belum lengkap (bukti T2),.
4. Pada tanggal 21 Juli 2018, termohon mengumumkan hasil penelitian

terhadap dokumen syarat bakal calon dengan mengundang perwakulan
seluruh Partai Politik di Kabupaten Blitar. Pada saat itu, termohon
menjelaskan/memberltahukan bahwa Partai Politik dapat melengkapi
dan/atau memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD
pada masa perbalkan yaitu pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018. Dalam
kesempatan itu, termohon juga menyampaikan kepada seluruh hadirin
(perwakilan partai politik) agar tidak mengajukan calon yang merupakan

mantan narapidana dengan kategori mantan narapidana korupsi, Bandar
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narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, sebagimana diamanatkan
dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Serta termohon juga
menyampaikan bahwa jika ada partai politik yang tetap mengajukan bakal
calon yang termasuk kategori ketiga tindak criminal tersebut di atas, bisa
berakibat dibatalkannya pencalonan oleh pihak termohon. Pada saat itu
dari partai golkar diwakili oleh Sdr. Edy Muklison (Bukti T3).
5. Partai Golkar melalui petugas penghubung mengajukan perbaikan dokumen
persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 31
Juli 2018. Pada saat itu, pihak termohon secara lisan telah menyampaikan

kepada petugas penghubung dan sekretaris Partai Golkar ibu Anik

Wahyuningsih, Bahwa pencalonan narapidana korupsi bisa berakibat
dihapusnya nama calon ybs dan tidak akan dicantumkan dalam daftar
DCS, dan juga fakta bahwa Partai Golkar menyampaikan perbaikan
pada hari terakhir, maka tidak ada waktu lagi untuk melakukan penggantian
bakal calon apabila ada yang namanya dicc;ret oleh termohon karena TMS.
Pada saat itu, ibu Anik menyatakan bahwa Partai Golkar sudah mengetahui
konsekuensi tersebut dan tetap mengajukan bakal calon sebagaimana

dokumen yang ada pada saat itu. (Bukti T4).
8. Selanjutnya, pihak termohon melakukan verifikasi keabsahan perbaikan
dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar dan
mendapatkan 1 (satu) orang mantan narapidana dari partai golkar dapil 4
nomor urut 1 atas nama Edy Mukhlison sebagaimana tertulis dalam form
model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar (Bukti T5) Sehingga, untuk
mengetahui kejelasan status mantan terpidana tersebut, termohon
menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak

terkait atas status mantan terpidana pemohon.
7. Bahwa atas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Polres Blitar Nomor : SKCK/YANMAS/2323/VII/2018/SAT INTELKAM
tanggal 12 Juli 2018 (Bukti T6), termohon telah melakukan klarifikasi
terhadap kegiatan kriminal yang dimaksud dalam SKCK tersebut. Atas hasil
klariﬁkaéi térsebut, pihak Polres Blitar mendapati adanya kesalahan
pengetikan Nomor Undang-Undang yang dicantumkan dalam SKCK
tersebut. Pihak Polres Blitar melakukan koreksi terhadap SKCK tersebut
melalui surat resmi tanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Klarifikasi SKCK A.
Edy Muklison (Bukti T7). Selanjutnya Polres Blitar menindaklanjuti dengan
menerbitkan SKCK Nomor: SKCK/2889NVIIIIYAN.2.3/ 2018/

SATINTELKAM tanggal 2 Agustus 2018 (Bukti T8). Dalam SKCK baru
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tertanggal 2 Agustus 2018 jelas dicantumkan bahwa Sdr. Edy Muklison
pernah terlibat dalam kegiatan kriminal melanggar pasal 12 e Jo Pasal 18
UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dan
juga melanggar Pasal 11 UU RI. Nomor 20 Tahun 2011..
8. Bahwa terhadap penerbitan surat dari Lembaga Pemasyarakatan yaitu
Surat  Keterangan  Selesai menjalani  Pidana  Nomor
W15.PAS.13.PK.01.06-144,  (Bukti T9) termohon telah melakukan
klarifikasi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan tentang kategori tindak
kriminal yang telah dilakukan oleh Sdr. Edy Muklison sebagaimana
dimaksud dalam surat keterangan dan pihak lapas menyatakan bahwa
Sdr. Edy Muklison telah menjalani pidana atas tindak criminal
sebagaimana dimaksud dalam Uﬁdang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti T10).
9. Terhadap penerbitan surat keterangan dari Péngadilan Negeri Blitar Nomor
1131/SK/HK/07/2018/PN BIt (Bukti T11), TERMOHON telah melakukan
klarifikasi dan mendapat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Blitar
bahwa Surat Keterangan PN atas nama Edy Muklison diterbitkan dengan
mengacu kepada SKCK dari Kepolisian tertanggal 12 Juli 2018. Pihak
PN Blitar telah mengetahui adanya pencabutan SKCK tertanggal 12 Juli
2018 oleh pihak Polres Blitar, namun pihak PN Blitar tidak serta merta
dapat menerbitkan surat Keterangan Baru sesuai dengan SKCK baru
tertanggal 2 agustus 2018, dikarenakan pihak PN tidak berhak untuk
merubah surat keterangan apabila tidak ada permintaan dari Sdr. Edy
Muklison untuk menerbitkan Surat Keterangan baru. Dengan demikian
Surat Keterangan dari Pengadilan tersebut tetap seperti adanya, tetap
mengacu pada SKCK Sdr. Edy Muklison yang terbit tanggal 12 Juli 2018.
Namun dikarenakan dasar penerbitan surat keterangan PN adalah SKCK
tertanggal 12 Juli 2018 yang sudah ditarik dan dinyatakan tidak berlaku
oleh Polres Blitar, maka dengan demikian Surat Keterangan PN tersebut
sudah tidak relevan (tidak sah) dikarenakan ada kesalahan pengetikan
nomor undang-undang terhadap tindak pidana yang dilanggar oleh Sdr.
Edy Muklison ;lang seharusnya adalah Undang — Undang Nomor 31 Tahun
1999 namun karena salah pengetikan menjadi Undang — Undang Nomor

32 Tahun 1999.
10. Selain itu terdapat satu dokumen berupa fotocopy dari Pengadilan Tipikor

Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597
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K/ Pid. Sus / 2012 (Bukti T.12) yang putusannya antara lain berbunyi :--—-
“MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan terdakwa Edi Muchlison, S.Sos terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" . (turunan
Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K/Pid.Sus/2012, hal. 37 dari

40 hal. Put. No. 597 K/Pid.Sus/2012) (Bukti T13).
11. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dokumen menyangkut status
mantan terpidana bacaleg dari Partai Golkar, Dapil 4, a.n Edy Muklison,
maka termohon mengambil kesimpulan bahwa Sdr. Edy Muklison pernah
melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar pasal 12 e Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidané Korupsi: Dan termohon menetapkan bahwa
dokumen pengajuan pemohon tidak sah dan dinyatakan TMS atas dasar
status mantan narapidana tindak pidana Korupsi. Berdasarkan fakta-fakta
tersebut di atas, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
Termohon tidak cermat dalam menyatakan status TMS atas pengajuan
dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n Sdr. Edy
Muklison. . '
12. Dasar kajian pihak termohon dalam menyatakan dokumen persyaratan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sdr. Edy Muklison TMS dan
tidak memasukkan namanya dalam DCS antara lain:
a. turunan Putusan Mahkamah Agung Rl nomor 597 K / Pid. Sus / 2012

yang putusannya antara lain berbunyi "

“* MENGADILI SENDIRI :
2. Menyatakan terdakwa Edi Muchlison, S.Sos terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
(turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus /

201 2, hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 597 K/pid.Sus/2012).-=--------------

b. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) tentang
Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
menyatakan bahwa Partai Politik dalam seleksi bakal calon secara
demokratis dan terbuka tidak menyertakan mantan terpidana Bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;.----—--------

c. Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) huruf e tentang

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

menyatakan ~ bahwa pimpinan  parpol  sesuai tingkatannya
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menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan

anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD Kab/Kota sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Ayat (3)

d. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf €
di atas adalah formulir B.3 Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 tahun
2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik masing-masing
tingkatan, yang salah satu klausulnya yang berbunyi : “Apabila kami
melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini,
yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat
dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam Daftar
Calon Tetap/calon terpilih yang berstatus mantan terpidana bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan/atau korupsi, kami
bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan bakal
calon yang diajukan/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon
Sementara/calon yang tercantum- daiam Daftar Calon Tetap/calon
terpilih anggota DPR/ DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota di
daerah pemilihan yang bersangkutan”.
Pakta Integritas Partai Golkar Kabupaten Blitar ditandatangani oleh
Sdr. Edy Muklison sebagai Ketua DPD Partai Golkar beserta
Sekretarisnya. Dengan demikian, Sdr. Edy Muklison sudah memahami
bahwa dengan adanya mantan napi korupsi sebagai bakal calon

legislative dari partainya, bisa berakibat dibatalkannya pencalonan

mantan napi tersebut oleh Termohon. Dan dalam kasus ini, yang
menjadi napi korupsi tersebut adalah Sdr. Edy Muklison. (Bukti T14).—

13. Bahwa dalil pihak pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan
penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan sehingga menimbulkan
benafsiran berbeda adalah tidak tepat apabila kita melihat kepada fakta-

fakta sebagai berikut:
a. Sdr. Edy muklison S.Sos, pemilik KTP Elektronik dengan nomor

3505220102650002 dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari
Pengadilan Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan
Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 sama-sama
beralamat di- Ds. Jambewangi RT. 01 / RW. 02 Kecamatan

Selopuro, Kabupaten Blitar (Bukti T15dan T 12).
b. Sdr. ‘Edy muklison S.Sos, pemilik KTP Elektronik dengan nomor
3505220102650002 dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari

or Pada PN Surabaya atas turunan Putusan
P

Pengadilan  Tipik

e /)
Lj {‘
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Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, sama-sama lahir
pada tanggal 01 Febryarij 1965, (Bukti T 15dan T 12).
Sdr. Edy muklison S.Sos, seperti tertera di form model BB.2-DPRD
Kabupaten Blitar dan Sdr. Edi Muchlison di fotocopy dari Pengadilan
Tipikor Pada PN Surabaya atas turunan Putusan Méhkamah Agung RI
nomor 597 K / Pid. Sus / 2012, sama-sama pernah menjabat

sebagai Kades desa Jambewangi Kecamatan Selopuro (Bukti T5
danT 12).

Bahwa Sdr. Edy Muklison secara tidak langsung telah mengakui
sebagai mantan narapidana korupsi dengan melihat kepada dokumen
model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar dan Model BB.1-DPRD
Kabupaten Blitar yang ditandatangani diatas materai oleh pemohon,
dimana dalam form model BB.2, bemohon mengisi status khusus di
angka 14. sebagai mantan terpidana, dan pada form model BB.1
dalam  surat pernyataan, pemohon ‘sama sekali tidak
mencentang/memilih pernyataan yang berkaitan dengan penjelasan
status mantan narapidana-nya, padahal dalam surat pernyataan
tersebut, pemohon seharusnya memilih/mencentang  kolom
“merupakan mantan terpidana (bukan mantan terpidana Bandar
narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi) dan bersedia
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik”. Namun
nyatanya, kolom tersebut dibiarkan kosong oleh pemohon, sehingga
dengan demikian Sdr. Edy Muklison mengakui statusnya termasuk
dalam kategori mantan terpidana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat
(3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. (Bukti T.5 dan T. 16).-———-
Selain itu fakta bahwa pemohon sendiri telah secara jujur mengakui
statusnya sebagai narapidana korupsi dengan membuat pengumuman
di harian radar Blitar tanggal 20 Juli 2018. Dalam pengumuman
tersebut pemohon sengaja tidak menyebutkan namanya akan tetapi
terdapat foto diri orang yang sama dengan foto yang terdapat dalam
KTP Elektronik atas nama Edy Muklison (bukti T17 dan T15.).--------—--
Bahwa memang benar terdapat perbedaan huruf pada nama Sdr. Edy
Muchlison, S.S;)s dengan Edy Muklison, S.Sos, namun hal tersebut
tidak serta merta membuktikan bahwa kedua nama tersebut dimiliki
oleh orang yang berbeda. Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT)
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang di

tetapkan oleh KPU Kabupaten Blitar tertanggal 30 Oktober 2008, pada
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Dapil
Pl 2 (Dua) terdapat nama ED] MUCHLISON, S.Sos dalam Daftar

E:Ibounpa:::::ot ;Ddc? Anggc.)t‘a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
B Kecanie- Sa am Pemilihan Umum Tahun 2009, nomor urut 7,
elopuro, dengan foto yang sama dengan foto dalam

form nTodeI BB.2-DPRD KABUPATEN BLITAR a.n Edy Muklison
sebagai salah satu dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD
K.a'bupaten Blitar dalam Pemilu 2019. Oleh karenanya, dapat
disimpulkan bahwa Sdr. Edy Muklison pernah memakai nama EDI
MUCHLISON dalam pengajuan dokumen bakal calon anggota
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
Tahun 2009, dan nama tersebut ( EDI MUCHLISON ) sama persis
dengan nama yang terdapat di fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada
PN Surabaya atas turunan Putusan Mahkamah Agﬁng RI nomor 597 K

/ Pid. Sus /2012 (bukti T18 dan T5).

14. Bahwa Termohon meyakini bahwa Sdr. Edi Muchlison dan Sdr. Edy
Muklison adalah orang yang sama berdasarkan hasil klarifikasi dengan
Lembaga Pemasyarakatan Blitar, yang meyatakan bahwa Sdr. Edy
Muklison pemilik KTP nomor 3505220102650002 sebagai orang yang
telah menjalani pidana atas putusan PN Surabaya No. 10 / Pid.Sus/ 2011/
PN.Sby, Tanggal 5 Juli 2011, Pengadilan tinggi Tipikor Nomor : 120/
Pid.Sus/ 2011/ PT.Sby Tanggal 29 September 2011 dan atas turunan
Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K/ Pid. Sus / 2012. Fakta bahwa
Sdr. Edy Mukhlison telah mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) pada

tanggal 4 Oktober 2012 dan telah selesai menjalani program pembebasan
Bersyarat (PB) pada tanggal 02 Januari 2014 di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Blitar mencerminkan pengakuan Sdr. Edy Muklison bahwa
dirinya adalah Sdr. Edi Muchlison sebagaimana dimaksud dalam putusan
Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 karena bersedia
menjalani hukuman kurungan tersebut. Selain itu pada saat keluarnya
putusan kasasi MA tersebut di atas, Sdr. Edy Muklison masih menjabat
ta DPRD Kabupaten Blitar masa jabatan tahun 2009-2014,

sebagai anggo

namun untuk menjalani hukumannya, Sdr Edy Muklison memilih untuk

mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bertandatangan atas

nama Edi Muchlison, S.S0s (Bukti T. 19).
Selain itu terdapat Salinan identitas tersangka pada waktu proses

penyidikan di Polres kabupaten Blitar dengan foto diri yang sama dengan
Edy‘Muklison- S.Sos sesuai identitas di KTP Elektronik (Bukti T.20).------—--
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15. Adalah hal mustahij bagi seseorang untuk bersedia menjalani hukuman
penjara jika memang benar terdapat kesalahan orang (error in persona)
dalam amar putusan MA, apalagi orang tersebut merupakan anggota
Dewan legislative pada saat itu. Termohon meyakini bahwa dalil perbedaan
nama Edi Muchlison dalam putusan Mahkaméh Agung RI nomor 597 K /
Pid. Sus /2012 dengan nama Sdr. Edy Muklison pada kartu identitas saat
ini, adalah dalif yang tidak tepa.:t dan tidak dapat dibuktikan
kebenarannya. Dan untuk itu, termohon telah mengajukan surat klarifikasi
kepada pihak yang mengeluarkan putusan dalam hal ini adalah Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan sampai saat ini KPU Kabupaten Blitar masih
menunggu jawaban dari pihak Mahkamah Agung. Pemohon akan langsung
memberikan jawaban tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Blitar sebagai
bukti tambahan, jika sudah tersedia (Bukti T21).
Bahwa termohon, dalam menjalankan tugasnya telah sungguh-sungguh dan
cermat untuk menetapkan status TMS te-rhadép bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Blitar dalam Pemilu Tahun 2019. Tidak ada maksud dari
termohon untuk melanggar hak asasi manusia sebagaimana didalilkan oleh
pemohon. Sebagai penyelenggara Pemilu, termohon berkewajiban untuk
mentaati Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sebagai panduan hukum
dalam proses penerimaan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
telah diundangkan pada tanggal 3 Juli 2018 dalam berita Negara republic
Indonesia tahun 2018 nomor 834. Dengan demikian aturan ini sudah sah

16.

untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh para pihak. Selama belum ada
aturan hukum yang membatalkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018,
maka pasal-pasal di dalamnya tetap berlaku dan mengikat para pihak yang
ada di. dalamnya, termasuk Sdr. Edy Muklison sebagai bacaleg dan KPU
Kabupaten Blitar sebagai penyelenggara Pemilu.
17. Sebagai bahan pertimbangan, dari hasil pencermatan termohon, terlihat
adanya ketidakkonsistenan pemohon dalam menentukan pokok
permésalahan sengketa, yang mana pada poin F angka 1 s/d 11 Perﬁohon
mempersoalkan tentang status TMS yang dikeluarkan termohon dengan
dalih. bahwa pemohon telah mengajukan dokumen lengkap terma-suk

pengakuan status sebagai mantan narapidana di media massa, yang
menurut dalil pemohon kelengkapan dokumen seharusnya menjadikannya
MS dan masuk dalam DCS, akan tetapi pada angka 12 s/d 15 pemohon
mendalilkan adanya perbedaan identitas antara nama dalam ktp elektronik
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Zzar;b':;:::z:u:jma dalam fotocopy dari Pengadilan Tipikor Pada I?N
Bl 207 o han Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / f’ld.

’ g menurut pemohon dapat menimbulkan penafsiran
berbeda dan menyebabkan error in persona. Dalam angka 12 s/d 15
per'nohon menyebutkan bahwa Sdr. Edy Muklison tidak sama dengan Sdr.
Edi Muchlison, karena ada perbedaan di huruf Y dan | pada EDY dan
perbedaan huruf K dan CH pada MUKLISON.
Pada tahapan verifikas; perbaikan dokumen persayaratan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Blitar sebagaimana telah disebutkan di awal,
termohon  melakukan verifikasi keabsahan terhadap berkas yang
disampaikan oleh pemohon melalui petugas penghubung partai, termasuk
terhadap dokumen Salinan turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor
597 K / Pid. Sus / 2012. Berdasarkan dokumen tersebut, termohon
mengetahui adanya status mantan narapidana korupsi dan menetapkan
status TMS terhadap dokumen pencalonan a.n Edy Muklison karena tidak
memenuhi Persayaratan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan KPU
Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3). Apabila saat ini, pemohon
mengingkari dokumen Salinan turunan Putusan Mahkamah Agung RI
nomor 597 K / Pid. Sus / 2012 tersebut sebagai milik Edy Muklison (sesuai
kartu identitas), seharusnya pemohon tidak menyerahkan dokumen

tersebut kepada termohon untuk dijadikan pemenuhan berkas persyaratan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar a.n Edy Muklison. Dan
seharusnya Sdr. Edy Muklison menyerahkan Salinan putusan pengadilan
yang sesuai dengan identitas yang diakuinya sebagai dokumen yang
betul/sesuai. Tapi faktanya, pemohon tetap mengajukan dokumen Salinan
turunan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 597 K / Pid. Sus / 2012
kepada termohon sebagai pemenuhan persyaratan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar a.n Edy Muklison. Dengan demikian secara
otomatis dokumen tersebut adalah benar milik Sdr. Edy Muklison, S.Sos.-—-

Il. PETITUM
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh termohon dalam

surat jawawan termohon, maka termohon memohon kepada Bawaslu

Kabupaten Blitar, sebagai berikut :
enyatakan tidak dapat diterima seluruh permohonan dari

1. Menolak atau m

Pemohon
2. Menyatakan bahwa seluruh berkas dokumen bakal calon anggota DPRD
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Kabupat i
paten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama EDY

M .
MUKLItS(k)N adalah Tidak Sah dan Tidak Memenuhi Syarat.
. Menya

yalakan sah Keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/V1iI/2018

tentan
o ‘9 penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Blitar dari
a e
al Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus

2018.

. Menyatakan sah satu bundle Berita Acara No. 161/PK.01.BA/3505/KPU-

Kab/VIIlf2018 tetang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan
dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilihan Umum

tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil Pemohon, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan tefah

dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-13 sebagai berikut:

No | Kode bukti Jenis Bukti Keterangan

1. (P Surat  Keputusan Dewan| Buktl ini menguatkan
Pimpinan Daerah Partai Golkar| dalil pemohon tentang
Provinsi Jawa Timur No. | legal standing pemohon
Kep.40/DPD I/IPG/IX/2017
tertanggal 30 September
2017 tentang pengesahan dan
perubahan komposisi dan
personalia Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya
(GOLKAR) Kabupaten BLITAR
masa bakti 2016-2021

2. |[P2 Keputusan KPU Kabupaten| Buktl ini membuktikan
Blitar Nomor| bahwa di dalam
82/HK.03.2-Kpt/3S0S/KPU- keputusan tersebut
Kab/V111/2018 tentang| bakal calon atas nama
penetapan daftar  calon| Edy Muklison di DAPIL
sementara (DeS) anggota| Blitar 1V nomor urut 1
DPRD Slitar dari Partai Golkar| (satu)
pada pemilihan umum tahun| telah tergeser / tercoret
2019, tertanggal 11 Agustus
2018
atu bundel  Berita Acara Bukti ini membuktikan

% P 30.161IPK.01.BA/3808/KPU- bahwa bakal calon atas
Kab/\111/2018 tentang hasil [ nama Edy
verifikasi  kelengkapan dan | Muklison,S.Sos  diberi
keabsahan perbaikan | tanda lldak Memenuhi
dokumen bakal calon anggota | Syarat (TMS) pad a poin
DPRD Kabupaten Blitar pada | 17 dan 18
pemilihan__Umum tahun 2019
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:)ertanggal 7 Agustus 2019
eserta lampiran berita acara
Model BA.HP-
DPR/DPRD/DPRD
= Kabupaten/Kota
4. | P-4 Surat  Undangan untuk | Bukti ini membuktikan
pengambilan Berita Acara No. | bahwa pemohon baru
161/PK.OI. BA/3S0S/KPU- | menerima berita
Kab/VIIl2018 tentang  hasll | acara tersebut pada
veriflkasi  kelengkapan dan | hari Jumat tanggal 10
keabsahan perbaikan Agustus 2018
dokumen bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Blitar pada
Pemilihan Umum tahun 2019
tertanggal 7 Agustus 2019
5. |P-5 Surat keterangan dari kepala| Bukti ini_membuktikan
Lembaga Pemasyarakatan | bahwa pemohon telah
kelas Il Blitar, yang | melengkapi berkas
menerangkan bahwa  bakal persyaratan ]
calon yang bersangkutan telah administrasi sesual
selesai menjalani  pidana| pasal 8 ayat (7) PKPU
penjara berdasarkan putusan No.20 tahun
pengadialan yang telah|2018
memperoleh kekuatan —hukum
tetap
6. |P-6 Salinan putusan pengadilan Bukti ini membuktikan
yang telah  memperoleh bahwa pemohon telah
kekukatan hukum tetap dari | melengkapi berkas
mahkamah agung persyaratan
administrasi sesuai
pasal 8 ayat (7) PKPU
No.20 tahun
2018
7. |P7 Surat dari pimpinan  redaksi Bukti ini membuktikan
media massa lokal atau bahwa pemohon telah
nasional yang menerangkan | melengkapi berkas
bahwa bakal calon telah | persyaratan
secara terbuka dan jujur | administrasi sesuai
mengemukakan kepada | pasal 8 ayat (7) PKPU
publlik sebagai mantan | No.20 tahun
terpidana 2018
8 P8 | Bukli pernyataan atau | Bukti  ini membuktikan
' pengumuman yang | bahwa pemohon telah
ditayangkan dimedia massa | melengkapi berkas
lokal atau nasional persyaratan  administrasi
sesuai Pasal 8 ayat (7)
PKPU No. 20 Tahun 2018
9 P-9 Wrat keterangan | Bukti ini membuktikan
catatan kepolisian (SKCK) yang bahwa Termohon tidak
dikeluarkan oleh Polres_Blitar | cermat dalam
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tanggal 6
. Agust
Riﬁlijebutkan bghw:s 2EOD1$
kasCHL‘BON' S.Sos tersangkut
2 us t_lndak pidana korupsi di
Sengadllan negeri Surabaya
59;%\& (;\%mo/rz putusan perkara
_ .Sus/2012
april 2012 tanggal 18

memverifikasi data, karena
EDY MUKLISON, S.Sos,

tidak pernah tersangkut
kasus tindak  pidana
korupsi  di pengadilan

negeri Surabaya dengan
nomor putusan perkara
597K/Pid.Sus/2012

10 | P-10

Dokumen bacale
g atas nama
EDY MUKLISON, S.Sos

Bukti ini membuktikan
bahwa pemohon telah
melengkapi berkas
bacaleg

11 -
P-11 Akte kelahiran atas nama EDY

MUKLISON, S.Sos

Bukti membuktikan
bahwa nama EDY
MUKLISON telah memiliki
akta kelahiran otentik

ini

12 | P12 Kartu Keluarga (KK) atas nama

EDY MUKLISON, S.Sos

Bukti ini membuktikan
bahwa pemohon memiliki
daftar kependudukan atas
nama EDY MUKLISON
dan NIK sama dengan

KTP-el

13 | P-13 Sertifikat Workshop Nasional

membuktikan
nama EDY
MUKLISON telah ada
pada saat menjadi
anggota DPRD Kabupaten
Blitar hasil Pemilu 2009

Bukti ini

bahwa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
mengajukan bukti

_dalil Termohon, Termohon telah

berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup serta

diberi tanda T-1 s,d T-21 sebagai berikut:

NO | KODE BUKTI URAIAN BUKTI

7] ™ SK DCS y -

2. T2 Tanda Terima tanggal 17 Juli 2018

3. T3 Daftar Hadir ttanggal 21 Juli 2018 + Foto Kegiatan

4. T4 Tanda Terima tanggal 31 Juli 2018

5. T5 Form Model BB.2-DPRD Kabupaten Blitar
,__-——_"———— -

6. T6 SKCK Tgl 12 Juli 2018
/— 0]

7 T7 Surat Keterangan dari Polres Tentang Perbaikan SKCK

8 T8 SKCK Tgl 2 Agustus 2018

9 T—— Surat Keterangan dari Lapas tentang Penahanan Edi

10. T10 Klarifikasi ke Lapas Tentang Penahanan Edi
B
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11 T11
|| | SuratKeterangan dari Pengadilan
12. T12
Fotocopy Putusan MA No. 597 K/Pid.Sus/2012
3. T13 Fotocopy Putusan MA No. 597 K/Pid.Sus/2012, Hal 37
dari 40 halaman
14, T14
Form Model B.3
15. T15
Fotocopy KTP-el atas Nama Edi Muklison
16. T16
Form BB-1-DPRD Kabupaten Blitar
17. T17
Pengumuman dari Radar Blitar
18. T18 7
DCT 2009
10. T19 )
Surat Pengunduran Diri
20. )
T20 Foto Identitas Tersangka
21. 124 Klarifikasi dari MA

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga
mengajukan saksi | atas nama Tyara Harris Puruhita dengan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Tyara Harris Puruhita, lahir di Blitar pada tanggal 10
Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, beralamat di Lingkungan Krajan
Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Blitar, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa;
- Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Bakal Calon untuk pemilu 2019,
mendapat tugas sebagai LO dari partai Golkar,
Bahwa saksi memiliki tugas mengumpulkan berkas dari para bakal Calon
Partai Golkar dan menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg dari Partai
Golkar ke KPU, yang mana pendaftaran dilakukan padatanggal 17 juli
2018, dengan jumlah berkas Bacaleg sebanyak 50 orang termasuk berkas

dari bapak edy Muklison;
Bahwa pada awalnya berkas dari Partai Golkar yang didaftarkan ke KPU,

muanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa
se

perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31

32

Scanned by CamScanner



Agustus 2018 Seluruh berkas has

golkar kepada KPU dan sudah
pak edy muklison;

il perbaikan diserahkan kembali oleh partai

lengkap semuanya termasuk berkas milik

e ————

Bahwa kekurangan berkas

dari | Pak edy muklison seingat saksi antara lain, surat
an lembaga Pe€masyarak

atan, surat dari ' umuman
dari k dari pengadilan, dan peng

ora
N, Namun semug telah dilengkapi;

Bahwa saks; tj
- aksi tidak pernah menerima pengembalian berkas dari KPU kepada
0
ar atas namg Edy Muklison yang telah di nyatakan TMS;

Menim :
imbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan saksi Il atas nama Alviana Resti Fauzi N. dengan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikuyt:

Bahwa saksi bernama Alviana Resti Fauzi N., lahir di Blitar pada tanggal 29
Mei 1992, jenis kelamin perempuan, beralamat di Dusun Manukan Desa
Pojok Kecamatan Garum Bilitar, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;—-—---—-——-——-
- Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Bakal Calon untuk pemilu 2019,

memiliki tugas sebagai SILON dari partai Golkar;
- Bahwa saksi bertugas menginput berkas dari para Bakal Calon Legislatif
(BACALEG) Partai Golkar khususnya berkas dari dapil blitar 4, yang mana
pendaftaran dilakukan pada tanggal 17 juli 2018, termasuk berkas dari
bapak edy Muklison;

- Bahwa Persyaratan Bakal Calon atas nama edy muklison ada 17 poin,
sementara Bakal Calon yang lain ada 13 poin;
- Bahwa pada awalnya berkas dari Partai Golkar yang didaftarkan ke KPU,

semuanya masih belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa
perbaikan antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31
Agustus 2018 seluruh berkas hasil perbaikan diserahkan kembali oleh partai
golkar kepada KPU dan sudah lengkap semuanya termasuk berkas milik

pak edy muklison.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga

mengajukan saksi | atas nama Triyono Al Tri Wibowo dengan keterangan dibawah

sumpah sebagai berikut: ..
Bahwa saksi bernama Triyono Al Tri Wibowo, lahir di Sragen pada tanggal

08 Juni 1963, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Perum Kenari Asri Blok J-
8 RT/RW 002/011 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Blitar,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
33 ’7/{9
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Bahwa benar eq :
¥ muklison pernan menjadi terpidana kasus korupsi;-——---- -

Bahwa perbeda .
nama Edy M 'an Penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan atas
Y Muklison adalah orang yang sama (Pemohon);

Bahwa setahy . '
P saksi edy mukiison telah di vonis bersalah oleh pengadilan
sa
menialan _S' berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan harus
enjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan:

Bahwa di
idalam amar putusan pengadilan baik putusan tingkat pertama

ipik
(T tp Or surabaya), putusan banding pada pengadilan tinggi jawa timur, dan
putusan kasasi di mahkamah agung, tidak ada hukuman tambahan berupa
pencabutan hak-hak edy muklison untuk berpolitik.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga

mengajukan saksi |l atas nama Toni Prabowo dengan keterangan dibawah
sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Toni Prabowo, lahir di Madiun pada tanggal 12 Juni
1981, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Serut RT/RW 003/009
Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Blitar, Pekerjaan Kepolisian RI
(POLRI);

- Bahwa pada saat edy muklison di proses oleh Polres Blitar, saksi bertindak

sebagai petugas identiifikasi, termasuk yang mengambil foto;
- Bahwa untuk penulisan nama edi muchlison didapat dari penyidik dan saksi

tidak mengkonfirmasi kepada penyidik;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga

mengajukan ahli atas nama Supriyadi dengan keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut:

Bahwa Ahli bernama Supriyadi, la
1960, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di JL. Irian Jaya Nomor 8 RT/RW

001/004 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Malang, Pekerjaan

Dosen;
. Bahwa penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 7

tahun 2017 tentang pemilu;

Bahwa yang berwenang me . -
k n‘;n yaitu MPR, DPR bersama presiden, Presiden, DPRD propinsi
ompo '

Gubernur, DPRD kab/kota bersama bupatiiwalikota,
bersama gubernur,

bupati/walikota. selain 7 kompon

hir di Gresik pada tanggal 14 Januari

mbuat peraturan perundang-undangan adalah 7

en tersebut tidak ada yang bisa membuat
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peraturan Perundang-unqgan
Bahwa KPU berwenang me
pemilu, jika tidak ada perj
peraturan;

9an kecuali di perintah oleh undang-undang;—-
mbuat peraturan sepanjang di perintah oleh UU
ntah dari UU maka tidak bisa KPU membuat

[
———————
T

z::';":u:'zz 1d8|||2:(:ialam konsiderannya, pertimbangan terbitnya PKPU No.
2017 tentang pary ena'kan KPU diperintah oleh undang-undang No.7 tahun

U yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3), yang
mar.1a kedua pasal tersebut hanya meminta KPU untuk mengatur tentang
V.erlﬂkasi dan pedoman teknis pencalonan, itu saja dan tidak boleh
ditambah-tambah termasuk tidak boleh menambah persyaratan bagi calon

yang Isinya menyimpang dari persyaratan yang telah pula di atur dalam UU
Pemilu;

Bahwa di dalam PKPU pasal 7 ayat (1) huruf g, frasa...” tidak pernah
sebagai terpidana......" dikaitkan dengan pasal berikutnya yaitu pasal 8 ayat
(1) huruf b angka 13, memiliki makna bahwa sebenarya KPU menyadari
bahwa bacaleg ada dua golongan, yang pertama golongan yang tidak
pernah menjadi terpidana dan yang kedua golongan yang pernah menjadi
terpidana, sebagai konsekuensi pembeda antara bacaleg mantan terpidana
dengan bacaleg yang bukan mantan terpidana adalah adanya syarat bagi
yang mantan terpidana agar secara terbuka dan jujur mengumumkan di

media bahwa dirinya merupakan mantan terpidana;
Bahwa Frasa mantan terpidana tersebut berlaku terhadap semua mantan
terpidana tanpa pengecualian termasuk pula mantan terpidana kasus
korupsi, ketika calon yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut
sudah terbuka mengumumkan di media, maka dengan demikian berkas
persyaratan calon sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 7,
pasal 8 PKPU, maka berkas sudah harus dinyatakan lengkap dan

memenuhi syarat;
Bahwa jika mantan terpidana korupsi dilarang mendaftar sebagai bacaleg,
maka UU pasti memasukkan dalam persyaratan misalnya dengan frasa
“ tidak pemah sebagai mantan terpidana termasuk mantan terpidana

dsb”. namun faktanya di dalam UU tidak ditemukan pasal

sebagai persyaratan dengan frasa yang menyatakandemikian;

asas Lex special .
E:hwa mengenyampingkan UU yang berisfat Umum, asas ini dapat
usus

: kan terhadap perundang-undangan yang statusnya sederajat,
diterapkan 0.7 tahun 2017 dengan PKPU No. 20 tahun 2018 statusnya

s derogat lex genaralis artinya UU yang bersifat

sementara UU N
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tidak sederajat karena an
derajatnya, sehingga asa
derogal lex inferigr artinya
lembaga Iebih tinggi men
yang dibuat oleh lembaga
- Bahwa pasa| 4 ayat 3

tara UU dengan PKPU jauh lebih tinggi UU
S yang lebih tepat adalah asas lex superiori
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
genyampingkan paraturan perundang-undangan
yang lebih rendah;
persyaratan, sehin [ PKPP T B an pacas
. - 903 tidak bisa digunakan untuk menyatakan bacaleg
tidak memenuhi syarat berdasarkan pasal tersebut, sepajang bacaleg sudah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8

P
KPU No. 20 tahun 2018 maka berkas bacaleg tersebut harus dinyatakan
memenubhi syarat:

Bahwa yang bisa mencabut hak hak seseorang hanya ada dua cara, yang
pertama oleh kedaulatan rakyat melalui wakilnya yang dituangkan dalam
UU, yang kedua oleh hakim dipengadilan sebagai wakil tuhan didunia,
selain dua itu tidak ada lembaga lain yang bisa mencabut hak asasi
seseorang untuk dipilih dan memilih, bahkan presidenpun tidak bisa.-—---—---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga
mengajukan ahli atas nama Dian Ferricha dengan keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bernama Dian Ferricha, lahir di Malang pada tanggal 29
Desember 1984, jenis kelamin Perempuan, beralamat di JL. Ternate Nomor

5 RT/RW 003/001 Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Blitar,

Pekerjaan Dosen;
Bahwa PKPU merupakan aturan KHUSUS yang dapat mengenyampingkan
UU yang merupakan aturan UMUM, meskipun PKPU bertentang dengan
UU namun yang harus menjadi rujukan khusus adalah PKPU, hal ini sesuai
dengan asaz lex specialis derogat lex generalis yang artinya UU yang
bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum;
. Bahwa tindakan KPU Kab. Blitar telah sesuai dengan peraturan karena

telah menjalankan PKPU;
- Bahwa hal-hal yang belum ditaur oleh UU maka diatur lebih rinci di PKPU;---
ori derogat lex inferiori adalah peraturan perundang-

- Bahwa asas lex superi S
undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi mengenyampingkan

undang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang lebih
dak tepat diterapkan pada perkara ini karena PKPU
us maka yang tepat adalah lex specialis

paraturan per .
rendah, tetapi asas in! ti
pakan aturan yang khus

meru
36
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derogat lex 9€neralig

Pemohon mengajukan

——
——
o

I. FAKTA-FAKTA HUKuUMm YANG
1. Bahwa maksyq dan tujy
sebagaimana dimaksud da|
Agustus 2018;-—_______

TERUNGKAP DIMUKA PERSIDANGAN———-
an permohonan penyelesaian sengketa ini
am surat permohonan pemohon tertanggal 12

2. Bahwa untuk
m .
persidangan €neguhkan dalil ~ dalil permohonan pemohon, di dalam
surat/tuli Femeion feiah mengajukan alat bukti baik berupa
; Isan, keterangan saksi dan keterangan ahli;

Bahwa pe ;
. Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diajukan oleh
) ;e;no on sebagaimana bukti SURAT bertanda P1 s/d P13;
. Bahwa :

.P.emohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagaimana yang
telah diajukan oleh pemohon antara lain bernama :
a) Tiara, dibawah sumpah menerangkan intinya sebagai berikut:-—--—--—--

» Bahwa saksi sebagai staf di Partai Golkar kabupaten Blitar;-———-—-—-

¢ Bahwa saksi dalam proses pendaftaran Caleg untuk pemilu 2019,

ditugaskan sebagai LO dari partai Golkar,
o Bahwa saksi bertugas mengumpulkan berkas dari para bakal Calon
legislatif (BACALEG) partai  golkar dan menyerahkan berkas
pendaftaran Bacaleg dari partai golkar ke KPU, yang mana
pendaftaran dilakukan padatanggal 17 juli 2018, dengan jumlah
berkas Bacaleg sebanyak 50 orang termasuk berkas dari bapak edy

Muklison;
¢ Bahwa awalnya berkas yang didaftarkan tersebut, semuanya masih

belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa perbaikan

ara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, kemudian pada tanggal 31

ant
berkas hasil perbaikan diserahkan kembali

Agustus 2018 seluruh

oleh pattai golkar kep

termasuk perkas milik pak edy muklison;
an berkas pak edy muklison seingat saksi antara

ada KPU dan sudah lengkap semuanya

Bahwa kekurang

lain, surat dari lembaga pema
an dari koran, namun semua telah dilengkapi,——--——-—

nah menerima pengembalian berkas dari KPU
a Edy Muklison yang telah di nyatakan

syarakatan, surat dari pengadilan, dan

pengumum
e Bahwa saksi tidak per
kepada Golkar atas nam

T™MS; """

e
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Bahwa _—

pengga;?::lbzci:e pedméh dib(-?ritahu oleh KPU untuk melakukan
Muklison telah dinya? ka” partai golkar mengingat berkas pak edy

Alfiana , dibawah sym TS oleh P .
.+ Bahwa saksi sep, [:?ah me.nerangkan intinya sebagai berikut:--—-—--
Bahwa sake; ) gai staf di Partai Golkar kabupaten Blitar,——--====""
: alam proses pendaftaran Caleg untuk pemilu 2019,
ditugaskan sebagai SILON p. : i
Bahwa saksi b ) dari partai Golkar,
legislatl (BACAiEUQaS me.nginput berkas dari para bake.ll Callon
bitar, yang m G) partai golkar khususnya berkas darl .dapll 4
' ana pendaftaran dilakukan pada tanggal 17 juli 2018,
termasuk berkas dari bapak edy Muklison;
* Bahwa Persyaratan bacaleg atas nama edy muklison ada 17 poin,
sementara bacaleg yang lain ada 13 poin;
e Bahwa awalnya berkas yang didaftarkan tersebut, semuanya masih
belum memenuhi syarat dan harus di perbaiki dalam masa perbaikan
antara tanggal 22 s/d 31 Juli 2018, namun kemudian setelah selesai
di perbaiki berkas milik pak edy muklison telah diterima KPU dan
tidak ada pengembalian lagi yang artinya telah lengkap;—--—----—-—""""""
e Bahwa kekurangan berkas pak edy muklison seingat saksi antara
lain, surat dari lembaga pemasyarakatan, surat dari pengadilan,

b)

putusan hakim, dan pengumuman di media, dan semua kekurangan

tersebut telah dilengkapi;
Bahwa saksi tidak pernah menerima pengembalian berkas dari KPU

kepada Golkar atas nama Edy Muklison yang telah di nyatakan

T™MS;

Bahwa saksi tidak pernah
g dari partai golkar mengingat berkas pak edy

diberitahu oleh KPU untuk melakukan

penggantian bacale
Muklison telah dinyatakan TMS oleh KPU;
telah mengajukan alat bukti keterangan ahli sebagaimana

hon atas nama Dr. Supriyadi, SH.MH,

5. Bahwa pemohon
ijukan oleh pemo
gkan pada intinya sebagai berikut :———-——- —

u dalam menjalankan tugasnya harus

yang telah d
dibawah sumpah meneran
e Bahwa penyelenggara pemil

berpedoman pada peraturan pé

7 tahun 2017 tentangd pemilu;
nang membuat peraturan perundang-undangan
e Bahwa Yyand berwe

<omponen yaitu MPR, DPR bersama presiden, Presiden, DPRD
adalah 7 ko ma gubernu, Gubernur, DPRD kab/kota bersama

propinsi bers 38

rundang-undangan, dalam hal ini UU No.
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bupati/walikota, bupatifwa)

yang bisa memp ikota, selain 7 komponen tersebut tidak ada
uat peraturan perundang-undangan kecuali di perintah

oleh undang-undang-

——————

Bahwa KPU p
e
'Wenang membuyat peraturan sepanjang di perintah oleh

UU pemily, jika 1
' Jka ftidak ada perintah dari UU maka tidak bisa KPU
membuat Peraturan;--—-

l::hv:) t:::u:"'::safm konsiderannya, pertimbangan terbitnya PKPU
No.7 tahun 2047 o |karenalfan IfPU diperintah oleh undang-undang
ayat (3), yang m ang pemilu yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal 257

' 9 Mana kedua pasal tersebut hanya meminta KPU untuk
rTIengatur tentang Verifikasi dan pedoman teknis pencalonan, itu saja dan
tidak boleh ditambah-tambah termasuk tidak boleh menambah
persyaratan bagi calon yang isinya menyimpang dari persyaratan yang
telah pula di atur dalam UU Pemilu;
Bahwa di dalam PKPU pasal 7 ayat (1) huruf g, frasa...” tidak pernah
sebagai terpidana......" dikaitkan dengan pasal berikutnya yaitu pasal 8
ayat (1) huruf b angka 13, memiliki makna bahwa sebenarnya KPU
menyadari bahwa bacaleg ada dua golongan, yang pertama golongan
yang tidak pernah menjadi terpidana dan yang kedua golongan yang
pernah menjadi terpidana, sebagai konsekuensi pembeda antara bacaleg
mantan terpidana dengan bacaleg yang bukan mantan terpidana adalah

adanya syarat bagi yang mantan terpidana agar secara terbuka dan jujur
mengumumkan di media bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. ;—
Bahwa Frasa mantan terpidana tersebut berlaku terhadap semua mantan

terpidana tanpa pengecualian termasuk pula mantan terpidana kasus

korupsi, ketika calon yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut

sudah terbuka mengumumkan di media, maka dengan demikian berkas
bagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 7,

persyaratan calon se
kas sudah harus dinyatakan lengkap dan

pasal 8 PKPU, maka ber

memenuhi syarat;-— T
Bahwa jika mantan terpidana korupsi dilarang mendaftar sebagai

bacale maka UuU pasti memasukkan dalam persyaratan misalnya

caleg, ' )

i frasa “ tidak pemah sebagai mantan terpidana termasuk
n .......... .

o terpidana KOIUPSI....s-++ dsb”, namun faktanya di dalam UU tidak

n te

manta
i tan dengan frasa an
_ | sebagai persyara yang
ditemukan  Ppasd
andemikian: S : i
menyatak lis derogat lex genaralis artinya UU yang bersifat

ecia
asas Lex sP
Bahwa 39
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;:)m::i:j:d Uu yang berisfat Umum, asas ini da?at
Sementara |y 0.7 tahy ang-undangan yang statusnya sederajat,
statusnya tigak Sederajat e S PHPU N 20 i 20
tinggi LU derajatnya, sepy arena antara UU dengan PKPU jauh lebih
? Ingga asas yang lebih tepat adalah asas lex

inferior artinya peraturan perundang-undangan
baga lebih tinggi mengenyampingkan paraturan
yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah;-——-
persyaratan, sef, 3- PKPl.J No.20 tahun 2018 bukanlah termasuk
tidak meme'nuhi 99a tidak bisa digunakan untuk menyatakan bacaleg
Syarat berdasarkan pasal tersebut, sepajang bacaleg

sudah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan

p.asal 8 PKPU No. 20 tahun 2018 maka berkas bacaleg tersebut harus
dinyatakan memenuhi syarat:

superiorj deroga| lex
yang dibuat olep &
perundang-undangan
Bahwa pasa| 4 ayat

* Bahwa yang bisa mencabut hak hak seseorang hanya ada dua cara,
yang pertama oleh kedaulatan rakyat melalui wakilnya yang dituangkan
dalam UU, yang kedua oleh hakim dipengadilan sebagai wakil tuhan
didunia, selain dua itu tidak ada lembaga lain yang bisa mencabut hak
asasi seseorang untuk dipilih dan memilih, bahkan presidenpun tidak
bisa;

6. Bahwa terungkap fakta alat bukti berupa keterangan Termohon
sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Perbawaslu
No. 18 tahun 2017, yang mana telah disampaikan oleh termohon didalam
persidanganyang intinya dengan tegas termohon menyatakan bahwa
berkas yang diajukan oleh edy muklison dapil 4 blitar dari partai golkar telah
lengkap seluruhnya tanpa ada kekurangan apapun, tetapi berkas tersebut
dianggap tidak sah oleh termohon karena edy muklison adalah mantan

terpidana korupsi sehingga berkasnya menjadi tidak memenuhi syarat

berdasarkan pasal 4 ayat (3) PKPU No. 20 tahun 2018;
7 Bahwa selain itu, termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti

surat, dan juga saksi-saksi yang berama yaitu :
a) Triono dibawah sumpah intinya menerangkan :
v Bahwa saksi adalah PNS kejaksaan yang berdinas di kejaksaan

negeri blitar,——""" i
v Bahwa benar edy muklison pernah menjadi terpidana kasus korupsi;-
’ Bah a setahu saksi edy muklison telah di vonis bersalah oleh

w .y
a itant ngkatkasasiberdasarkan pasal 3 UU Tipikor, dan harus
penga
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menjalanj Pidan
v BahWa dldala

a Penjara selama 1 tahun 6 bulan;
M amar Putusan pengadilan baik putusan tingkat
kor Surabaya), Putusan banding pada pengadilan tinggi

dan putysan kasasi di mahkamah agung, tidak ada
Mbahan berupa Pencabutan hak-hak edy muklison untuk

“ e ———
------
-

jawa timur,
hukuman ta

v Bahwa saksj adalah
v Bahwa Pada saat

bertindak sebagaij
foto; e

PNS kepolisian yang berdinas di Polres blitar;——
edy muklison di proses oleh polres blitar, saksi

Petugas identiifikasi, termasuk yang mengambil

v Bah - idi

) Wa untuk penulisan nama edi muchlison didapat dari penyidik

o an saksi tidak mengkonformasi kepada penyidik;
- bahwa termohon dalam persidangan juga mengajukanalat bukti keterangan

ahli yaitu Dr. Dian Ferika, dibawah sumpah menerangkan pada intinya
sebagai berikut :

e Bahwa PKPU merupakan aturan KHUSUS yang dapat
mengenyampingkan UU yang merupakan aturan UMUM, meskipun
PKPU bertentang dengan UU namun yang harus menjadi rujukan khusus
adalah PKPU, hal ini sesuai dengan asaz lex specialis derogat lex
generalis yang artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU
yang bersifat umum;

e Bahwa tindakan KPU Kab. Blitar telah sesuai dengan peraturan karena

telah menjalankan PKPU;
e Bahwa hal-hal yang belum ditaur oleh UU maka diatur lebih rinci di
PKPU;
Bahwa asas lex superiori derogat lex inferiori adalah peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih tinggi
mengenyampingkan paraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
lembaga yang lebih rendah, tetapi asas ini tidak tepat diterapkan pada
perkara ini karena PKPU merupakan aturan yang khusus maka yang
gat lex generalis;

tepat adalah lex specialis dero

n terhadap keterangan ahli Dr. Dian Ferika

Il. Tanggapan pemoho D %
Bahwa ahli yang memberikan keterangan ini diragukan kredibiltasnya,
o Bahwa

ada saat memberi keterangan tidak menunjukkan surat tugas
a .
karen Pbaganya (IAIN Tulungagung), namun andai kata ada surat
em

41
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adnon Pemohon teta
Pémohon Melakuka

Tulungagung dan bertemy
hukum |AIN T

bersangkutan

Bahwa selai

tugasqu
setelah P masih meragukan kredibilitasnya karena
N klarifikasi kepada pihak kampus IAIN
ulingagun dengan wakil dekan fakultas syariah dan

9. Pemohon mendapat keterangan bahwa yang

tern
. Yata merupakan dosen baru di kampus tersebut;-——---
N itu, ahli pr

pertanyaan Yang diajukan ol
datang ke Persidangan bukan
berkaitan dengan PKPU, pad

masih s :
oNgat erat kaitannya dengan iimu hukum yang ahii miliki,
pertanyaan dimaksud antara lain:

Dian Ferika juga menolak menjawab
eh pemohon dengan dalih bahwa ahli
untuk menjawab pertanyaan selain yang
ahal pertanyaan yang pemohon ajukan

a) si
) siapakah lembaga yang membuat PKPU dan siapakah lembaga
yang membuat Uu??

b) Didalam hirarkj lembaga-lembaga pemerintah, Lebih tinggi mana

antara lembaga pembuat PKPU dengan lembaga pembuat UU
??

bahwa pertanyaan ini pemohon maksudnya untuk mengklarifikasi
keterangan dari ahli Dr. Dian Ferika sendiri yang sebelumnya
membahas tentang asaz lex specialis derogat lex generalis yang
artinya UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang
bersifat umum, dan asas lex superiori derogat lex inferiori adalah
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih
tinggi mengenyampingkan paraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh lembaga yang lebih rendah;
Bahwa hal ini bertujuan untuk menjemihkan keilmuan hukum dari

keterangan ahli tersebut agar tidak salah dalam menerapkan asas
perundang-undangan, karena menurut pemohon asaz lex specialis

derogat lex generalis tidak tepat apabila diterapkan pada PKPU vs

UU Pemilu, karena kedua aturan tersebut beda derajat secara hirarki

peraturan perundang- undangan;
Bahwa pemohon telah berkali-kali membaca, meneliti dan telusuri
a

i dari Hans Kelsen maupun pendapat dari bapak Bagir Manan
teori da eluruh yang mana telah dijadikan dasar rujukan dari
:hli Dr. Dian ini, tidak kami temukan adanya penerapan

keterangan cialis derogat lex generalis tersebut yang diterapkan
X SPO .undang dengan peraturan yang secara hierarki
wah UU, yang benar penerapan asas tersebut

secara men

asaz le

terhadap Undang

derajatnya ada diba
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. Bahwa keputus

harus digunakan

: a
Misalnya | Mar

U den
gan y
pelaksang g (Mohon maL'J' Peraturan pelaksana dengan peraturan
|

elis sidang ajudikasi memeriksa teori Hans

Perundang-undangan yang sederajat,

————
-------
e —————

terangan qari ahli Dr. Dian Ferika yang seperti ini
ka. hal inj Merupakan menyesatan dalam ilmu hukum,
ad.l kedepan tigak menutup kemungkinan apabila UUD
mpingkan oleh sebyuah peraturan Bupati/walikota
peraturan bu:)’:tii;ﬁlv;:]l?,impans.J Fauf, namuin feap dl asumaltan e

ikota dimaksud mengatur secara khusus dari
aturan UUD 1945 yang bersifat umum, jika ini benar-benar terjadi
maka tata negara kita akan hancur berantakan karena hirarki sudah

saling bertentangan dan tidak bisa berjalan secara linier dan
subsumtif namun tetap dianggap benar:

diterapkan, mq
dan bila inj terj
1945 dikesa
meskipun isin

* Bahwa oleh karena ahli beserta keterangannya Dr.Dian Ferika ini sangat

diragukan kredibilitasnya, maka dengan ini pemohon menolak seluruh
keterangan ahli ini.

ANALISA YURIDIS

. Bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 khususnya dalam lampiran model

BA.HP-DPR/DPRD/DPRDkabupaten/kota, dan berdasarkan keterangan
para saksi dari pemohon yaitu saksi Tiara dan Alfiana, serta diperkuat
dengan bukti keterangan dari Termohon sendiri (KPU Kab. Blitar),
telahterbukti bahwa berkas pengajuan BACALEG atas nama Edy Muklison,
S.sos Dapil 4 Blitar dari partai Golkar kab. Blite?r telah lengkap sesuai
dengan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-

undang;

an termohon yang menyatakan berkas Edy Muklison, S.sos
hi syarat (TMS) dengan dalih karena Edy Muklison adalah
uhi s

tidak memen keputusan tersebut terbukti bertentangan

mantan terpidana korupsl,

dengan UU pemiludan melang j
. H I’

bukti keterangan ahli Dr.Supriya

e
o "
i
-

bahwa : """ tahun 2018 dibuat berdasarkan perintah undang-
0 ta

Bahwa PKPU No. 2 milu yaitu pasal 249 ayat (3) dan pasal

e
undang No.7 tahun 2017 tentand ,:
4

gar hak asasi manusia, hal ini sebagaimana
SH., MH yang intinya menerangkan
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257 ayat (3), Yang Mang

ked
mengatur tentap, Ua pasg
9 Verifikac: ersebut hanya meminta KPU untuk
perintah  dar; kasi dan

u"da'\s;-undang }Mm, tidak ada

mengurangi klayg, tenta "hada KPU - untuk menambah - atau

Ng per
pasal tentang Persyaratan, SYaratan untyk menjadi Bacaleg, karena

tel i .
tentang pemily;—______ ah diatur Jelas di dalam UU No. 7 tahun 2017

seseorang, padaha| m

€nurut ahli Dr. Sypriyadi o
mencabut hak-hakses priyadi, SH.,MH yang berwenang

eorang ity hanyadapat dilakukan oleh kedaulatan
Ya yang dituangkan dalam UU, dan oleh hakim

wakil tuhan didunia, sedangkan UU tidak pernah
memberikan kewenangan kepada KPU untuk menghilangkan /mencabut/
membatasi hak dipilih dan memilih dari seseorang;

dipengadilan sebagai

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti bertanda P.6 (putusan pengadilan)
yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Termohon sendiri yaitu saksi
Triono, yang intinya menerangkan bahwa benar Edy Muklison pernah
dijatuhi pidana oleh pengadilan selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara
korupsi, tetapi dalam amar putusannya tidak pernah ada hukuman yang
mencabut atau membatasi hak-hak edy muklison,S.Sos untuk berpolitik,
baik dalam putusan tingkat pertama (Tipikor surabaya), putusan banding
pada pengadilan tinggi jawa timur, maupun dalam putusan kasasi di
mahkamah agung. Fakta ini membuktikan bahwa Edy Muklison, S.Sos
memang memiliki hak politik dan tidak pernah dicabut,

4 ayat 3 PKPU No.20 tahun 2018 bukanlah termasuk
Bahwa pasal . ang telah diatur didalam UU pemilu, sehingga
dnspiny yuntuk menghilangkan/membatasi  dan/atau
g tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan
bacaleg sudah memenuhi persyaratan
dan pasal 8 PKPU No. 20 tahun
rus dinyatakan Memenuhi Syarat

persyarata
tidak bisa digunakan

menyatakan berkas bacale
sepajang
d dalam pasal 7
leg tersebut ha

pasal tersebut,
sebagaimana dimaksu
2018, maka perkas bacd
(MS) ; === -

n
Bahwa didalam undang-unc® sgar

No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
dalam melaksanakan penyelenggaraan

yang merup a4




pemilu, tidak PUla gite
terpidana kOI’Upsi di Ia

n diri sebagai bakal calon anggota

KElbuDaten/kota, sehingga dengan kata lain
Sebagai Pelaksana dari UU Pemilu, terbukti
.ra-n yang ada diatasnya yaitu UU No.7 tahun
i, Sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat (3)
ebut tidak bisa diterapkanlayaknya persyaratan
ftaran para Bakal calon legislatif karena pasal
9an UU pemily, hal inj sebagaimana azasdi
Undangan yaity asas Jex superiori derogat lex inferior
fundang-undangan yang dibuat oleh lembaga lebih
gkan paraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh

PKPU No. 2¢ tahun 2
bertentangan dengan p
2017 tentang Pemilu ity
PKPU No.20 tahyp, 2018 terg
untuk menggagalkan Penda
tersebut bertentangan den
dalam ilmy Perundang.
fartinya peraturan pe
tinggi mengenyampin
lembaga yang Iebih

018
eraty
send

' bih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang dibuat oleh lembaga yang lebih tinggi;

. Bahwa terbukti secara hukum berdasarkan bukti bertanda P.8, edy
muklison, S.Sos secara terbuka telah mengumumkan kepada publik bahwa
yang bersangkutan adalah mantan terpidana korupsi, hal ini dilakukan
dalam rangka untuk memenuhi persyaratan bakal calon sebagaimana
ketentuan pasal 8 ayat (7) PKPU No.20 tahun 2018, berbunyi :-—--—-—-——o-
Surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13,
dilengkapi dengan :

a. Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan  yang
menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (Bukti. P5).
an pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

b. Salinan putus

tetap (Bukti. P6). .
dari pimpinan redaksi media massa loka atau nasional yang

ngkan pahwa bakal calon telah secara temuka dan jujur
menera

kakan kepada publik sebagai mantan terpidana (Bukti. P7).----
mengemuka pengumuman yang ditayangkan dimedia

c. Surat

d. Bukti pernyatéan atlau 1 (Bukti. P8)

nasiona T :

massa lokal 8‘:;" Luh bukl tersebut, khususnya terhadap bukti yang
Bahwa terhadap

o tannya tidak ada persoalan dan telah diakui sah oleh
bertanda P.8, |s|/r.nuana yang telah dengan tegas di sampa‘ika'nnya dimuka
termohon sebagaumaa ok o i e eaaaOBST yarsinn

i hingg
persidangan, S€
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bakal cal
On atag Namg dy Murt
4. Bahwa dengan Uklison, S.Sos,yan
diatas,makg layak dan sSiui .Grdas
Edy Muklison, S irany

g tidak terpenuhi, -—-——-—-
arkan argumentasi hukum tersebut

E 0s dapil 4 E,] terhadap berkas bacaleg atas nama

. S), sehj
di masukkan dalam D Ngga yang bersangkutan berhak namanya

ar
il 4 C'c'llon Sementara (DCS) Anggota DPRD
2019; e blitar dayi partai gol

bersama, akan tetapi
komprihensif dan dise

sesuai dengan hukum yang benar:

Bahwa dalam konteks ini, sejatinya termohon tidak memiliki kewenangan
untuk menilai baik atay buruknya peserta

calon legislatif (bacaleg), selama baca

yang mendaftar sebagai bakal

leg tersebut telah memenuhi
persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU pemilu, maka

calon tersebut berhak untuk dipilih oleh rakyat, untuk selanjutnya biarlah
rakyat dengan kedaulatannya memilih mana calon yang dianggap
berkompeten sebagai wakil mereka, apakah mantan terpidana atau belum
pernah dipidana, yang kita pedomani adalah sebaik apapun atau seburuk
apapun masa lalu kita, namun yang pasti masa depan itu masih berupa
lembaran kosong berwarna putih dan suci, tinggal masing-masing kita
bagaimana mengisi masa depan kita tersebut, karena Negara kita adalah

Negara hukum dan bukan Negara yang didasarkan pada prasangka-

gka, apalagi jika prasangka itu adalah prasangka buruk yang justru
prasangka,

ilai-nilai luhur bangsa kita;

be n dengan nilai-nilai - -

B rtebnta: gaarkan sIiesimpulan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka
ahwa berdas

putusan sebagai berikuti—""" rihouidh
i dan mengabu"(an P . bakal |

1. Menerima b berkas sebagai persyaratan bakal calon yang

2. Menyatakan selur on kepada Termohon atas nama Edy Muklison,

didaftarkan oleh pem + Sah dan Memenuhi Syarat (MS) seluruhnya;—-

. +ar adala .

S.Sos dapil 4 Blitar tidak sah keputusanTermohon (KPU Kab. Blitar)

3. Menyatakan patal atau s Kab/VIII/2018 tentang penetapan daftar
. 0 ! |

35 T
No. 82/HK.03.2-KPY / /ﬂfﬂ

“dpgn B\
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calon S€mentarg (DCS)

e an

pemilihan umum tap, 201990ta OPRD Blitar dari Partai Golkar pada

menetapkan bakg| Calon gt ° tertanggal 11 Agustus 2018, karena tidak
alas )

calon Seémentarg anggota Nama Edy Muklison, S.Sos sebagai daftar

: D ,
partai Golkar: . SRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari

—————
---- —— -
e —
————
o

tentang hasil verifikasi
DPRD Kabupaten Bitar ::" Peft?a.ikan dokumen bakal calon anggota
Agustus 2018 bersenp a PeTmIlhan Umum tahun 2019 tertanggal 7

. @ lampiran berita acara Model BA.HP-

DPR/DP
RD/DPRDKabupateanota pada poin 17 dan 18 yang
mencantumkan statyg T™S;

Menghukum dan  memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan
keputusan yang isinya menetapkan bakal calon atas nama Edy Muklison
S.Sos sebagai daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Blitar

Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar pada pemilu tahun 2019, segera setelah
putusan perkara ini.

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan
kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Persidangan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu dengan Nomor 001/ PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIII/ 2018 yang diajukan oleh
Partai Golkar, maka dengan ini kami sebagai termohon membuat kesimpulan

sebagai berikut : :
1. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan baik

stus 2018, maupun alat bukti

pada Jawaban Termohon tanggal 23 Agu

berupa surat surat/dokumen dan saksi-saksi yang telah disampaikan dan
er o

o . e Qi Ajudikasi.

leh Majelis Sidang : :

, ;upenks: o " n‘ menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh
. Bahwa Termo

omohon agar majelis sidang ajudikasi menyatakan sah
Pemohon dan ™ Kabupaten Blitar No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Keputusan KPU snetapan daftar calon sementara (DCS) anggota
Kab/VI11/2018 tent.a\nsarptai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019
DPRD Blitar darl 2018, dengan pertimbangan sebaga.i berikut:——-———
tertanggal 11 Agustus . an melalui alat bukti dan saksi, termohon dapat
a. Bahwa dalam Pe:’::r;r pemohon adalah mantan narapidana korupsi

membuktikan ba ’
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(DCS) anggota DPRD Kabupaten Blitar dalam Pemilu Tahun 2019 —--—

. Bahwa ‘Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan

yang ditetapkan oleh KPU atas perintah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur teknis pencalonan
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai norma khusus yang
mengatur tentang peraturan pelaksana yang menjadi turunan dari
Undang-Undang Pemilu, dan selama belum ada
pencabutan/pembatalan dari instansi yang berwenang (MA) maka
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi hukum positif dan acuan
utama yang dipakai KPU dan jajarannya dalam penerimaan bakal calon
anggota Dewan;,

. Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dibuat untuk melengkapi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dalil Pemohon yang
menyatakan bahwa PKPU 20 Tahun 2018 bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat tidak berdasar karena
sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa
Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;-—----—--
. Bahwa keberatan pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya diajukan Judicial

w ke Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 76
engkapnya berbunyi :--

Revie
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang sel R
(1)Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan d:ngan. ndang-
Undang ini, pengujiannya dilakukan olleh Mahkam;i; ! g;ur;g,P —
(2)Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan ata..s be 1:) ‘:'I oot
KPU berhak menjadi pemohon untuk ‘:":Zﬁ;:a:y:f( 3'/

agaimana dimaks '

(a)g::::’r:;ha :g‘;’;i;::a: sebagaimana dimaksud pada ayat (2’)
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diajukan kepady Many
(]

kerja sej i '

78 Sojak Peraty, 94N paling lambat 30 (tiga puluh) har

n Ky ga p

(4)Mahkamgp, Agun dlundangkan;...._

. emutys .
sebagaimang dimaksyqy Penyelesaian pengujian Peraturan KPU

kerja sejak Permohop,

Peraturan KPU N omoragop:rawran Perundang-undangan;----—--------
Juli 2018, dap hingga hari i ?h“n 2018 diundangkan sejak tanggal 3
bahwa Peratyran PU .".“ tidak ada putusan MA yang menyatakan
Pemilu. Dengan demiki i bertentangan dengan Undang-Undang

lan - ketentuan-ketentuan Ipasal-pasal dalam

I — 20 Tahun 2018 ini, sah dan mengikat kepada
VAN diafur didalamnya, termasuk aturan tentang

laran
pe 9an terhadap mantan narapidana ketegori tindak pidana korupsi,

kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba, untuk dapat

mencalonkan diri menjadi baka| calon legislatif.

Selain itu dalam Peraturan KPU tersebut dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf e menyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya
menandatangani dan melaksanakan pakta integritas  pencalonan
anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD Kab/Kota sebagaimana
dimaksud Pasal 4 Ayat (3). Pakta integritas yang dimaksud dalam pasal
6 ayat (1) huruf e tersebut adalah formulir B.3 Lampiran Peraturan KPU
Nomor 20 tahun 2018 yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik
masing-masing tingkatan, yang salah satu klausulnya yang berbunyi :
“Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Pakta

Integritas ini, yaitu terdapat bakal calon yang diajukan/bakal calon yang

terdapat dalam Daftar Calon Sementara/calon yang tercantum dalam

Daftar Calon Tetap/calon terpilin yang berstatus mantan terpidan.j:n
bandar narkoba, kejahatan seksual terhada-p anak dan/atau korupsi,

. dia dikenakan sanksi administras berupa pembatalan bakal
kami berse la. - 1an/bakal calon yang terdapat dalam Daftar Calon
calon yang diajuka tercantum dalam Daftar Calon Tetap/calon
Sementara/calor; py:/nSPRD provinsi / DPRD Kabupaten/Kota di daerah
terpilih anggota

tan".~—""" _
yang bersang:t” integritas tersebut, sebenarmya Partai Politik
a

k tunduk dan patuh pada ketentuan dalam
t;o Tahun 2018 tentang status mantan

pemilihan

Dengan adanya P?
sudah menyatakan b

mor
Peraturan KPU e 49
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Narapidang baka o

. Alon Jegicl..
Pa e €gis|
"ai Politik jikg, Melange, - CeSeMa sanksi yang akan diterima oleh

ditandatanganinya Nggar terhada

Pakta l P ketentuan tersebut. Dan dengan

MmenYatakan Persetyjuay -, O3 Maka Parai Poltik sudah

Mengajukan Mantan nar a.tas Sanksi berupa pembatalan jika tetap
api —

anak dan Bandar nark Pdana korupsi, kejahatan se

Oba_-.__________

ksual terhadap
Selain

' er
Korupsi, Kolusi dan ity Penyelenggaraan Negara yang bebas
Nepotlsme sebagaimana diamanatkan dalam

ase.x tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efekif,
dari korypsi, kolusi,

diamanatkan oleh Ketetapan
Republik

efisien, bebag
dan nepotisme, sebagaimana

Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia Nomor X/

Negara yang Bersih dan Bebas
sebagai

MPR/1998 tentang Penyelenggara
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU
salah saty Penyelenggara Pemilu dituntut untuk dapat

menyaring calon-calon anggota legislatif yang kompeten, berintegritas,
dan bebas KKN.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya Majelis sidang sengketa Pemilu
Nomor: 001/ PS/ BWSL.BLT.16.12/ VIIl/ 2018 untuk dapat memberikan
putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima seluruh permohonan

dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa berkas dokumen bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama
EDY MUKLISON adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;-==-—mmeeee -
3. Menyatakan sah Keputusan No. 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VI11/2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS)

ta DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun
anggota

8-
| 11 Agustus 2018;
2019 tertangga satu bundle Berita  Acara  No.

18 tentang hasil verifikasi
KPU-Kab/MIlf20

161/PK,01.BAI3505/k absahan perbaikan dokumen bakal calon
e

ten Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019
pa

4. Menyatakan  $ah

kelengkapan dan
anggota DPRD Kabu il
tertanggal 7 Agustus 2018.

e e
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-
-_-.--' ~—————

Menimbang, bahwa Maksyg

: . an  tujy .
sebagaimana telah diuraikap, 4; atas. lUan dari Permohonan Pemohon adalah

————
----- .
......

kuas
a kepada Suhadi, SH., M.Hum: dan Taufik Hidayat,

sin
perdasarkan surat kuasa k 9 AdvokatKonsutan Hukum, sebagai Kuasa Hukum
@ khusus ber materai cukup tertanggal 13 Agustus 2018.-—

SH., M.Hum, masing-ma

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU Kabupaten
Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIIl/2018 tanggal 11 Bulan Agustus
Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD
Blitar dari Partai Golkar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti
dokumen, saksi dan ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.—-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu

Majelis Adjudikasi Pemeriksa akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu
Kabupaten Blitar kedudukan hukum Pemohon, serta jangka waktu pengajuan

permohonan sebagai berikut: —

ten Blitar
n Bawaslu Kabupa
A Kewe“ang: ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
1. Menimbang

i berikut:———
iliha huruf 8 sampai huruf
dakan sengketa proses Pemilu,

Pem e, menyatakan bahwa pada

2 3)
a. Pasal 10 ayat( .
pokoknya “dalam melakukan penln

aten/Kota bertugas: menerima  permohonan;
Bawaslu Kabup 2 formal dan materiel; melakukan mediasi antar
memverifikas! secangketa' melakukan proses adjudikasi apabila
i ang berse
pihak Y 1
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Mediag; bely

Men .
b. Pasal 47 ayat Yelesaikan, S

Ba Menyata
Waslu g UpateNIKot an bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Sengketa Proses Pemi| : enerima Permohonan  Penyelesaian
KPU, keputusan Kl:: "ebagai akibat dikeluarkannya keputusan
Kabupaten/Kota.,, . Provinsi,  gan keputusan  KPU
c. Pasal 4g ‘“
8 ayat (1 Menyatakan bahwa *

gketa proses Pemilu.” e

Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

—~——
e ———
e —

sebagai berikyt: --___

e ———

a. Pasal 5 ayat (3 menyatakan bahwa
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan
oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses
Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon.”

‘Bawaslu Kabupaten/Kota

b.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan
angka 2 diatas, Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang memeriksa dan
es Pemilu yang diajukan Pemohon a quo;

————

memutus sengketa pros

B. Kedudukan Hukum Pemohon
1. Menimbang ketentuan Undang-

i berikut:

o mum sebagal . , .

Femiines = t (2) menyatakan bahwa ‘Permohonan Penyelesaian
Pasal 467 aya

Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (1) disampaikan
e
Sengketa Proses

h /a
Pemilu dan
oleh Calon Peserta uran

i tuan Pere 18 Tahun 2018
2. Menimpang ete" an Peraturan Bawaslu Nomor
sebagaimana diubah dend peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018
er

atas
serta perubahan kedua gan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018
. 1hgh den
na diubd

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

tau Peserta Pemilu.”
Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017

sebagaima -
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tentang Taty Car

Sebagai berlkut enyeleSaian S
a. Pasa| 7 ay'; ----------------- ®Mgketa Proses Pemilihan Umum
A () hyyp .
urufp T
Proses Pemil uf Menyat

b. Pasal 74 , diri atas . p, Rartal Bt ohon sengketa
uruf ¢ al Politik Peserta Pemilu.-—--

Menyatak
U yang diajukan bahwa, Pemohon penyelesaian
an oleh Partai Politik calon Peserta

~——
N ———
-~

~
______________

) menyatq
DPRD Proving;

sebagai daftar cq
DPRD Kabupa

OF R kan bahwa, Bakal calon anggota DPR,
D Kabupaterr/Kota yang tidak ditetapkan

I
On sementara anggota DPR, DPRD Provinsi,
ten/Kota dapat

Penyelesaian Sengketa proses pe
politik sesuai tingkatannya,

mengajukan permohonan
milu yang diwakili oleh partai

. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon,
dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa
hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan
Permohonan.

e. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon,
dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.-------------

f Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa, Pemohon, Termohon,

dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa

hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi

penyelesaian sengketa proses Pemilu.
Pemohon bertindak atas nama Dewan

: wa .
3. Menimbang, bah artai Golkar Provinsi Jawa Timur ~ dibuktikan

Gt Daerah P
Pimpinan A Nomor Kep.40/DPD I/PG/IX/2017 tertanggal
dengan Sura

7 tentangd pengesahan dan perubahan komposisi
. September o pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
ewan

i asa baki 2016-2021 sebagaimana bukti
S sarkan surat kuasa khusus bermaterai

o
!

dan personalia D

(GOLKAR) Kabupalel = °
P-1 dan memberikan kuasa

2018.-

53

Scanned by CamScanner



B U T RS

Menimbang ketentUan

angka 2, angky 3 diag Stenty,

N yan
. as g tel i
standing) dalam, men ’ Maka pg ah- disebuytkan dalam angka 1,

Ohon —_—
Pemilu kepada Bay 93jukan Permone memilik kedudukan hukum (legal
aslu Kq Upaten Blit o Penyelesaian Sengketa Proses

ar; —-.

-

——
———————

2. Menimbar
sebagai:;iakcieitjes;:a:enzz;a:an Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017
raturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018
serta perubahan kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa, Permohonan penyelesaian
sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten/Kota.
3. Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan KPU

Kabupaten Blitar Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VIIl/2018 tanggal
11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan daftar Calon

S tara (DCS) anggota DPRD Blitar dari Partai Golkar Pada
ementar.

Pemilihan Umum Tahun 2019;—

les
: ermohonan penye
4. Menimbang bahwa P kabupaten Blitar pada hari

aian sengketa proses

Bawaslu

¢ R kan kepada . .

Pemilu ini diaju 5 Agustus 2018, dibuktikan dengan Taera

Senin, tangQaI 1 eluarkan Bawaslu Kabupaten Blitar
yand di mohonan belum

Terima Berkas tus 2018 dengan dinyatakan per
stus

tanggal 15 AgY  akukan perbaikan dan T:r:-l:ri::an
udian 15 Agustus 20 ibuktikan
lengkap, kem

dikeluarkan Bawaslu
permohonan ke yang
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Menimbang k
etentuan.-
angka 2 Mketentuan yang tefan g
» angka 3 dan Isebutkan dalam angka 1,

angka 4 (i .
dka 4 diatas, Pengajuan permohonan telah sesuai

dengan b i
atas jangka waktu pengajuan Permohonan:

Menimbang, bahwa i

, " -
elanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok

sengketa sebagaj berikut;-- p -

Menimban
9. bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD

E:):;:S;' Nian:o?:i:h Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-

. un 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh
pribadi Bakal Calon. yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta

Pemilu masing-masing;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang. Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan
Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

yang diantaranya adalah sebagai berikut:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;
d. dapat berbicara,
Indonesia,

e. berpendidikan paling
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah

kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

membaca, dan/atau menulis dalam bahasa

rendah tamat sekolah menengah atas,
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Bhinneka Tunggg lka:

g- tidak pernah dipigang pen T ——

:jhan bebas dari penyalahgunaan narkotika;----
in;
j. bersedia bekerja penuh waktu;

i. terdaftar sebagaj pem;

mengundurk iri .
an diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
aparatur sipil

Kepolisian Neg":?:r: a"QQ-Ota Tentar? Nasional Indonesia, anggota

epublik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
Peéngawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;---------====z=-=m==-==-=====
bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,
notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota
DPR, DPRD. provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-------

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;--——-=r-—-=mremmmeroeceee

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi
Pemilihan Umurn Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah. mengatur
lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;----
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Menimbang, bahwa terkqjt Bakal g
alon

nama Edy Muklison, Majejig ber

pen
- Bahwa Undang-yn dang dapat g

Nomor 7
Tahun
) 2017 tersebut di atas tidak

memberikan pg
enda Pembatasg terhadap ¢
antarkan dirj dalam Ba Uatu  golongan

2l G untuk dapat
On anggota DPR. DPRD Provinsi, dan

berbangs

Pasal SBaU(:j; Zirig‘:av el sebagaimana tercantum dalam ketentuan

atas kemerdekaan berseurirll 1945 menyatakan setiap warga negara berhak

lisan dan tulisan dan s i éan berkumpu|, mengeluarkan pikiran dengan
_ ebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di

samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga

me i
nyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan
dalam Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-
XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan
publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara
tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan
masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka
mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan

narapidana.
. Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis
memandang periu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-
« Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi
manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia

dibagi menjadi dua_ kategori, pertama. ialah kategori hak asasi
manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1)

UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang
merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28

UUD NRI 1945;

« Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif
yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan
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melalui undang-undang seb
e

ayat (2 agaiman
(2) UUD NRI 1945 yang berty @ tercantum dalam Pasal 28J
NYi: -

“Dalam mep;
enjalankan
tunduk kepada pemb ek dan kebebasannya, setiap orang wajib
atasan yang ditetapkan oleh undang-undazg

penghormatan atas ta untuk menjamin pengakuan serta
ak dan kebebasan orang lain dan untuk

d
engan maksud Semata-ma

memenuhi tun
tutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai a
gama, keamanan, d
’ , dan ketertiban um
masyarakat demokratis. um dalam suatu

Bahwa di sisi lai
it t; SI.SI lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana
- iberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat
n - o
cabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum; -

 Sehingga dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI
1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui
undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan
melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui
putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -——
Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah
ada yaitu Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-
XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut:
e Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap

mantan  narapidana  yang mendapat  hukuman tertentu

inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat

mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang

benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman

o o e

pidana; ———"

o Bahwa MK bependapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak

ku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya,
elum yang bersangkutan ditetapkan sebagai

berla

terhitung lima tahun seb
bakal calon dalam pemilihan jabatan public yang dipilih (elected
official) dan yangd bersangkutan mengemukakan secara jujur dan
terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; =-=--—-—--—
« Bahwa pemyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada

masyarakat umum (notoir feiten) pada akhimya masyarakatlah yang
.-/
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0 "
enentukan p|||hannya ma

Bahwa Pyt U memilih
San MK N "MaNtan narapiana atay §
51/PUU-X|V/2016 0. 42/PUU-X|||/201 atau tidak: -

5 i
) memperku Jo PUtUSan MK NO.

at posisi
° Z .I.SI bahwa Mantan narapidana
| anp milihan umym dalam hal ini bakal
verapdana uy I .kmembenkan ruang kepada mantan
asikan secara terp '
uka dan jujur bahwa

c
alon anggota |egis|atif, deng

- Bahwa berdasark
an Obiek Senabers 1 . o
Anggota DP Objek Sengketa incomnito Bukti p-2
RD Kabupaten Bitar a -2 Bakal Calon

FiOGNOE. Ut 1 (satu) as nama Edy Muklison di DAPIL Blitar IV

t
elah tergeserftercoret dan dalam pemberian tanda

cawang dinyatakan Tig
ak M i :
(Vide Bukti P-3) emenuhi Syarat (TMS) pada poin 17 dan 18

Bahwa Majeli
ajelis telah membaca dan memahami permohonan Pemohon,

jawaba i-bukti
j n Termohon, bukti-bukti, keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan
oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tyara Harris Puruhita dan Alviana
Resti Fauzi N, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy

Muklison telah melengkapi berkas Bakal Calon kepada Termohon Bukti P-
10;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Triyono Al Tri Wibowo
perbedaan penulisan nama di KTP dan putusan pengadilan atas nama Edy
Muklison adalah orang yang sama (Pemohon);

- Bahwa Bukti P-7 dan Bukti P-8 juga membuktikan Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison telah memenuhi syarat
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur
mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai kelengkapan administratif; -—---—---—--

Menimbang, Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis
menilai dan perkesimpulan:
. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang

maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa
hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2)
dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
_ Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan
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artai politik ti
Perundang-undangan yang bena[:( al politik tidak sesuai dengan peraturan
u; -

Bahwa sejatinya mantan nara
Calon anggota DPR, DPRD p
yang bersangkutan mengum

Pidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal
rovinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang
bersangkutan pernah menda:;::: hsiCara jcerbuka dan ju.jur.bat-mwa yang
dan tidak mendapatkan pidana ta b” | pidan, apapun jon® pldanan)./?'
dan dipilih dari pegadilan i .ahan et pancabuian gk IEnS
suara untuk memilih » untuk selajutnya dapat penilaian dari pemilih hak
MK No. 42/PUU-x|||/2\;ang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan

15 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.--—=="
Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari permohonan
Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan
Termohon, keterangan Saksi dan Ahli, Majelis berpendapat bahwa Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar atas nama Edy Muklison telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan
untuk mengabulkan bakal calon atas nama Edy Muklison menjadi memenuhi

syarat (MS).

Menimbang, bahwa agar Termohon dapat memenuhi Permohonan a quo, maka

Majelis berpendapat cukup beralasan jika seluruh berkas yang telah diserahkan

Pemohon kepada Termohon telah memenuhi persyaratan administratif;--------—---—--

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar berpendapat cukup beralasan hukum

uh Permohonan Pemohon;

untuk mengabulkan selur

etentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Mengingat, K
Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1
Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan
era

Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
aw

o o e
--—-—-.—-—---—_-—
-

8 Tahun 2018 serta perubahan kedua atas

e e e =

Proses Pemilu;
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MEMUTUSKAN:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Termohon Nomor 82/HK.03.2-Kpt/3505/KPU-
Kab/VI1I/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota
DPRD Blitar dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum tahun 2019
tertanggal 11 Agustus 2018;
3. Menyatakan batal dan tidak sah satu bundel Berita Acara Nomor
161/PK.01.BA/3505/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan
dan keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten
Blitar pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018;-----—-
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan bakal calon atas
nama Edy Muklison S.Sos dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD

Kabupaten Blitar Dapil Blitar 4 dari Partai Golkar,
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling

lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
i dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari
Abdul Hakam

dajat 5) Nur Ida

Demikian diputuskan d
Sabtu tanggal satu bulan September tahun 2018 oleh 1)

Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhi

Fitria masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Blitar dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum

anggal tiga bulan September tahun 2018 oleh 1) Abdul Hakam

pada hari Senin t
) Nur Ida

Sholahuddin 2) Priya Hari Santosa 3) Arif Syarwani 4) Edy Nurhidajat 5

Fitia masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Blitar dan dibantu oleh Endro sebagai sekretaris yang disaksikan oleh

Pemohon dan Termohon.
Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Blitar

Ketua,
ttd
Abdul Hakam Sholahuddin
Anggota, Anggota,
ttd ttd
Priya Hari Santosa Arif Syarwani
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Anggota, Anggota,

ttd ttd
Edy Nurhidajat Nur Ida Fitria
Sekretaris,
ttd
Endro

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 04 September 2018

> Iriyanto Adji
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